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RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI 

Kegiatan : Sertifikasi Awal 

Sasaran : IUPHHK-HT PT Mahakam Persada Sakti 

 

1. IDENTITAS LPPHPL 

a. Nama LPPHPL : PT Trustindo Prima Karya 

b. Nomor Akreditasi KAN : LPPHPL-019-IDN 

c. Alamat Kantor : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1 

Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda 

d. Telepon 

Email 

: (0541) 747798 

trustindoprimakarya@gmail.com  

e. Penanggung Jawab 

LPPHPL 

: Ir Kurnia 

f. Standar Audit yang 

Digunakan 

: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 

- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 

- Manual dan Prosedur Sistem LPPHPL PT Trustindo Prima Karya 

Rev. L 01/04/2017 

g. Susunan Tim Audit : 1. Ir Indra Komara (Ketua Tim Audit Supervisi merangkap Auditor 

PHPL bid. Produksi); 

2. Ir Suhardi (Ketua Tim Audit Disupervisi merangkap Auditor PHPL 

bid. Prasyarat); 

3. Ir Marthen Edy (Auditor PHPL bid. Ekologi);  

4. Ir Sibyan Ahrar (Auditor PHPL bid. Sosial); dan 

5. Bayu Satria Pramana, S.Hut (Auditor VLK Hutan). 

h. Tim Pengambil 

Keputusan 

: 1. Ir Kurnia; dan 

2. Ir Rudy Setyawan. 

 

2. IDENTITAS AUDITEE 

a. Nama Unit Manajemen : PT Mahakam Persada Sakti 

b. Alamat Kantor  : Jl Syarifuddin Yoes No. 68A-68B RT 45 Kel. Sepinggan Baru,  

Kec. Balikpapan Selatan, Balikpapan 

c. Jenis Izin Usaha : IUPHHK Dalam Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) 

d. SK IUPHHK-HT : SK.619/Menhut-II/2010 Tanggal 4 November 2010 

e. Luas Areal IUPHHK-HT : 25.410 Hektar 

f. Lokasi : Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur 

g. Email : jaka_suyudiono@santanborneo.com  

h. Pengurus Perusahaan : - Direktur  : Riahman Sinaga  

- Komisaris : Parlindungan Doloksaribu 

i. Management 

Representatif 

: Makmur Damanik 
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3. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN AUDIT SERTIFIKASI PHPL (AWAL) 

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan 

Koordinasi Teknis 

dengan Instansi 

Kehutanan sebelum ke 

lapangan 

Samarinda, 

12 Desember 2018 

Dilakukan kepada : 

- BPHP Wil. XI Samarinda, diterima oleh 

Bpk. Roni Saefullah jabatan Kepala BPHP 

Wil.XI Samarinda. 

- Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Timur 

diterima oleh Bpk. Zulfikar jabatan KS 

PPKH. 

Hasil koordinasi teknis didokumentasikan 

Konsultasi Publik Kantor BPD Desa 

Batu Timbau, 

 13 Desember 2018 

Dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 13 

Desember 2018 bertempat di Kantor BPD 

Desa Batu Timbau. 

Dibuatkan BAP Konsultasi Publik dan Daftar 

Hadir. 

 

 

 

 

Pertemuan Pembukaan 

 

 

 

 

Ruang Kantor 

Persemaian Km 17   

PT Mahakam 

Persada Sakti 

13 Desember 2018 

Penyampaian hal-hal yang berkaitan dengan 

pelaksanaan audit lapangan, meliputi :  

a. Pengenalan Susunan Tim Audit.  

b. Uraian rinci kegiatan audit yang meliputi : 

Ruang lingkup, metode audit, teknik audit 

dan  standar acuan penilaian yang 

digunakan. 

c. Menyampaikan kesanggupan 

menandatangani pernyataan menjaga 

kerahasiaan data / dokumen auditee. 

d. Meminta surat kuasa dan/atau surat 

penunjukkan Manajemen Representatif. 

Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan 

dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir. 

Verifikasi Dokumen dan 

Observasi Lapangan 

Base Camp Base 

Camp Km 16 PT 

Mahakam Persada 

Sakti,  

Blok RKTUPHHK-

HTI Tahun 2014-

2018  

TPn dan TPK Hutan 

dan TPK Antara 

14 – 16  

Desember 2018 

Melakukan pengumpulan data melalui 

tinjauan dokumen, wawancara dan 

pemeriksaan lapangan/uji petik terhadap 

data, dokumen dan kinerja PHPL pada 5 

(lima) tahun terakhir serta menganalisa 

kesesuaiannya, meliputi kriteria audit : 

Prasyarat, Produksi, Ekologi, Sosial dan VLK 

Hutan.  
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Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan 

Pertemuan Penutupan Ruang Pertemuan 

Base Camp Km 16 

PT Mahakam 

Persada Sakti 

17 Desember 2018 

Penyampaian dan permintaan konfirmasi 

persetujuan atas hasil audit (kesimpulan 

audit) yang meliputi temuan kesesuaian dan 

temuan ketidaksesuaian.  

 

Terhadap temuan ketidaksesuaian 

diterbitkan LKS. 

 

Pelaksanaan Pertemuan Penutupan 

dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir. 

 

Koordinasi Teknis 

dengan Instansi 

Kehutanan sesudah dari 

lapangan 

 

Samarinda, 

18 Desember 2018 

Dilakukan kepada : 

- Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Timur 

diterima oleh Bpk. Anwar Saleh jabatan 

Kabid Perencanaan dan Pemanfaatan 

Hutan. 

- BPHP Wil. XI Samarinda, diterima oleh 

Bpk. Teguh Handoko, Hut jabatan 

Kasubdit TU. 

Hasil koordinasi teknis didokumentasikan 

Pengambilan Keputusan 

Sertifikasi PHPL (Awal) 

Samarinda, 

5 Januari 2019 

a. PT Mahakam Persada Sakti dinilai LULUS 

dengan Nilai Akhir Kinerja PHPL = 81,82 

% tanpa verifier bobot Dominan bernilai 

Buruk dan Memenuhi standar VLK. 

 

b. Kepada PT Mahakam Persada Sakti 

dapat diberikan / diterbitkan Sertifikat 

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-

PHPL) dengan predikat BAIK  dan untuk 

masa berlaku selama 5 (lima) tahun. 
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4. RESUME HASIL  AUDIT  SERTIFIKASI PHPL  

A. KRITERIA PRASYARAT 

1. Indikator No. 1.1  :   Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HT 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1.1.1. 

Ketersediaan dokumen legal 

dan administrasi tata batas (PP,  

SK IUPHHK-HA, Buku TBT, Peta 

TBT) 

 

CD BAIK 

 

PT Mahakam Persada Sakti, memperoleh izin 

Hak Pengusahaan Hutan sesuai keputusan Men-

teri Kehutanan Nomor : SK.619/Menhut-II/2010 

tanggal 04 November 2010 tentang Pemberian 

Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada 

Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) kepada 

PT Mahakam Persada Sakti atas Areal Hutan 

Seluas ± 25.410  Hektar di Kabupaten Kutai 

Timur, Provinsi Kalimantan Timur.  

Dokumen legalitas perusahaan dan operasional 

pengelolaan hutan yang lengkap dan sah. 

Saham ditempatkan sejumlah 250 lembar atas 

nama : 

- PT Firdaus Mitra Utama 50 lembar Saham 

- PT Kreasi Lestari Pratama 200 lembar Saham  

Pengurus Perusahaan sesuai akte perubahan 

terakhir : 

- Direktur  : Riahman Sinaga  

- Komisaris : Parlindungan Doloksaribu 

Realisasi Tata Batas PT Mahakam Persada Sakti 

di lapangan telah temu gelang sesuai dengan 

dokumen Laporan TBT No. Lap.73/BPKH IV-

2/2014.  

Buku Laporan TBT PT Mahakam Persada Sakti 

sudah disahkan oleh Direktur Jenderal Planologi 

Kehutanan, Direktur Pengukuhan, Penata-

gunaan dan Tenurial Kawasan Hutan Ir. 

Muhammad Said, MM. NIP: 19630318 198905 1 

001. 

Terdapat dokumen BAP Pelaksanaan Tata Batas 

di lapangan yang sudah ditandatangani oleh 

para pihak. 

Dengan demikian ketersediaan dokumen legal 

dan administrasi tata batas di base camp Batu 

Ampar lengkap sesuai dengan tingkat realisasi 

yang telah dilakukan di lapangan. 

1.1.2. 

Realisasi tata batas dan 

legitimasinya (BATB) 

D BAIK 

 

Realisasi penataan batas areal kerja PT 

Mahakam Persada Sakti telah dinyatakan Temu 

Gelang (100%) sepanjang 101.495 meter 

dengan realisasi sebagai berikut :  
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NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

 

Sesuai dengan hasil penataan batas maka luas 

areal PT MPS menjadi 24.968,45 Ha. Hasil 

Observasi di lapangan menunjukkan adanya pal 

batas yang telah dipelihara sesuai dengan 

lokasinya pada koordinat : 

- Patok Batas Nomor P.94 Batas IUPHHK-HT PT 

MPS dengan Areal APL Desa Batu Timbau 

pada koordinat N 00° 40’ 31,0’’ dan E 116° 

51’ 27,2’’  

- Patok Batas Nomor P.16 Batas IUPHHK-HT PT 

MPS dengan PT Permata Hijau Khatulistiwa 

(Eks PT Buana Inti Energi) pada koordinat N 

00° 38’ 45,1’’ dan E 116° 57’ 33,6’’  

- Patok Batas Nomor P.703 Batas IUPHHK-HT 

PT MPS dengan IUPHHK-HTI PT Permata 

Hijau Khatulistiwa (Eks PT Buana Inti Energi) 

pada koordinat N 00° 38’ 38,8’’ dan E 116° 

57’ 33,4’’  

- Patok Batas Nomor P.10 Batas IUPHHK-HT PT 

MPS dengan IUPHHK-HTI PT Permata Hijau 

Khatulistiwa (Eks PT Buana Inti Energi) pada 

koordinat N 00° 41’ 48,1’’ dan E 116° 59’ 

32,6’’  

- Patok Batas Nomor P.45 Batas IUPHHK-HT PT 

MPS dengan IUPHHK-HA PT Kiani Lestari 

pada koordinat N 00° 46’ 01,5’’ dan E 116° 

59’ 55,9’’  

1.1.3. 

Pengakuan para pihak atas 

eksistensi areal IUPHHK 

kawasan hutan (BATB) 

CD BAIK 

 

Pelaksanaan tata batas sudah disetujui dan 

ditandatangani oleh para pihak yaitu dari 

Pemerintah Pusat dalam hal ini diwakili oleh 

Kepala BPKH Wilayah IV Samarinda, Pemerintah 

Daerah dalam hal ini diwakili oleh Dinas 

Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan Dinas 

Kehutanan Kabupaten Kutai Timur, Pemerintah 

dan Masyarakat Setempat (Kecamatan Batu 

Ampar, Desa Batu Timbau, Desa Beno Harapan 

 Rencana  Realisasi  Rencana  Realisasi 

A REGU I

1 Trayek A - B 7,253.00    7,313.00    -              -              Batas Luar APL

2 Trayek B - C -              -              27,500.00 27,772.00 Batas Persekutuan PT Kiani Lestari

3 Trayek A - F 6,619.00    6,619.00    -              -              Batas Luar APL

B REGU II

4 Trayek G - I - D - C -              -              30,134.00 29,358.00 Batas Persekutuan PT Kiani Lestari

6 Trayek G - H -              -              2,124.00    2,124.00    Batas Persekutuan PT Kiani Lestari

C REGU III

7 H - F -              -              28,309.00 28,309.00 Batas Persekutuan PT BIE/ PT PHK

Jumlah 13,872.00 13,932.00 88,067.00 87,563.00 

Total Panjang Batas Temu Gelang

Sumber : Laporan TBT No. Lap.73/BPKH IV-2/2014 Tahun 2014

 Batas Sendiri (Meter) 
Keterangan

 Batas Sekutu (Meter) 

101,495.00                                                                     

No KEGIATAN
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NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

dan Desa Mugi Rahayu), dan PT Buana Inti 

Energi. 

Hasil observasi lapangan dan wawancara 

dengan bagian sosial menjelaskan bahwa 

sampai saat ini konflik batas dengan 

masyarakat dapat dimonitor dan diselesaikan 

secara bertahap dengan masyarakat secara 

terus menerus dengan menerapkan program 

pembangunan hutan bersama masyarakat serta 

menerapkan pola kemitraan. Hasil monitoring 

konflik dan sebaran klaim lahan untuk 

perladangan dan perkebunan masyarakat 

periode tahun 2015  tercatat seluas 5.916 Ha. 

Upaya penyelesaian konflik telah dilakukan 

dengan melakukan pendekatan sosial dan 

pemberian program PHBM dan program 

kemitraan secara terus menerus. Sampai 

dengan tahun 2018 PT Mahakam Persada Sakti 

telah menyelesaikan sebagian areal konflik 

tersebut dan tercatat seluas 1.277 Ha telah 

diselesaikan dengan program yang ada, 

sehingga sisa areal yang masih bermasalah 

dengan pihak masyarakat seluas 4.639 Ha. 

 

1.1.4. 

Tindakan pemegang izin dalam 

hal terdapat perubahan fungsi 

kawasan. Apabila tidak ada 

perubahan fungsi maka verifier 

ini menjadi Not Aplicable. 

CD N/A Pada areal IUPHHK-HT PT Mahakam Persada 

Sakti tidak terdapat perubahan kawasan hutan, 

dan di dalamnya terdapat areal APL yaitu areal 

transmigrasi Desa Beno Harapan dan Desa 

Mugi Rahayu yang sudah dipetakan dan 

diperhitungkan dalam pernyusunan dokumen 

RKUPHHK-HT PT Mahakam Persada Sakti 

periode tahun 2012 – 2021, walaupun terdapat 

perbedaan luas areal sebesar 100,90 Ha tetapi 

secara keseluruhan perubahan perencanaan 

pada dokumen RKUPHHK-HTI pengaruhnya 

dinilai tidak signifikan.  

Perubahan atas dokumen perencanaan 

RKUPHHK-HT PT Mahakam Persada Sakti dapat 

disesuaikan dengan perubahan luasan definitif 

setelah dikukuhkannya hasil penataan batas 

areal IUPHHK-HT sesuai dengan laporan tata 

batas yang telah diselesaikan. Dengan demikian 

verifier ini tidak diterapkan (Not applicable)  

1.1.5. 

Penggunaan kawasan di luar 

sektor kehutanan (Apabila tidak 

ada penggunaan kawasan di 

CD BAIK Pada areal PT Mahakam Persada Sakti tidak 

terdapat areal atau lokasi untuk penggunaan 

lain di luar kegiatan IUPHHK-HT kecuali pada 

areal yang dijadikan perladangan dan 

perkebunan masyarakat. Terhadap lokasi 
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NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

luar sektor Kehutanan maka ve-

rifier ini menjadi Not Aplicable). 

penggunaan lahan tersebut telah dilakukan 

upaya pendataan dan pelaporan serta upaya 

penyelesaian secara bertahap melalui 

pendekatan dan program PHBM dan kemitraan 

untuk tanaman kehidupan.  

Terdapat laporan pemetaan konflik tahun 2015 

sampai dengan tahun 2018 yang 

mengidentifikasi adanya konfik dan klaim lahan 

di areal PT Mahakam Persada Sakti. Pada tahun 

2015 teridentifikasi dan tercatat luas areal yang 

menjadi konflik klaim lahan sebesar 5.916 Ha 

dari 5 (lima) Kelompok Masyarakat. 

Upaya penyelesaian konflik telah dilakukan 

dengan melakukan pendekatan sosial dan 

pemberian program PHBM dan program 

kemitraan secara terus menerus. Sampai 

dengan tahun 2018 PT Mahakam Persada Sakti 

telah menyelesaikan sebagian areal konflik 

tersebut dan tercatat seluas 1.277 Ha telah 

diselesaikan dengan program yang ada, 

sehingga sisa areal yang masih bermasalah 

dengan pihak masyarakat seluas 4.639 Ha. 

Hasil observasi di lapangan ditemukan adanya 

penggunaan lain atas areal IUPHHK-HT PT 

Mahakam Persada Sakti di luar kegiatan 

IUPHHK-HT sebagaimana tersebut di atas. 

Kesimpulan Indikator 1.1.   15/15 = 100,00% (BAIK) 

2. Indikator No. 1.2  :   Komitmen Pemegang IUPHHK-HTI 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1.2.1.  

Keberadaan dokumen visi, misi 

dan tujuan perusahaan yang 

sesuai dengan PHL 

CD BAIK  Berdasarkan hasil verifikasi dokumen diketahui 
bahwa PT Mahakam Persada Sakti memiliki Visi 
dan Misi Perusahaan yang telah ditetapkan oleh 

Direktur PT Mahakam Persada Sakti No 
SK/001/MPS/I/2015 tanggal 01 Januari 2015 
dan Nomor 02/DIR/MPS/I/2017 tanggal 06 

Januari 2017. 

Dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan telah 

menerapkan 3 (tiga) kaidah PHPL yaitu 

kelestarian produksi, kelestarian ekologi dan 

kelestarian sosial. 

1.2.2.  

Sosialisasi visi, misi dan tujuan 

perusahaan 

CD BAIK PT Mahakam Persada Sakti telah melakukan 

sosialisasi atas visi dan misi perusahaan kepada 

karyawan dan kontraktor serta masyarakat 
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NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

sekitar sesuai dengan berita acara yang dibuat. 

Dengan demikian Visi, Misi dan Tujuan 

Perusahaan telah disosialisasikan kepada 

karyawan, kontraktor dan kepada masyarakat 

sekitar dibuktikan dengan adanya BAP 

sosialisasinya.  

1.2.3.  

Kesesuaian visi, misi dengan 

implementasi  PHL 

D SEDANG  Implementasi kegiatan pengelolaan hutan 

lestari (PHL) PT Mahakam Persada Sakti baik 

dari aspek teknis produksi, ekologi maupun 

sosial selama lima tahun terakhir baru sebagian 

yang sesuai dengan visi dan misi perusahaan. 

Pencapaian produksi penebangan LOA, 

harvesting, penyiapan lahan, pengelolaan 

ekologi dan sosial masih belum mencapai 

target yang ditetapkan. 

 

Kesimpulan Indikator 1.2.   10/12 = 83,33 (BAIK) 

3. Indikator No. 1.3  : Jumlah dan Kecukupan Tenaga Profesional Bidang Kehutanan pada 

Seluruh Tingkatan Untuk Mendukung Pemanfaatan Implementasi 
Penelitian, Pendidikan dan Latihan 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1.3.1.  

Keberadaan tenaga profesional 

bidang kehutanan (Sarjana 

Kehutanan dan Tenaga Teknis 

menengah kehutanan) di 

lapangan pada setiap bidang 

kegiatan pengelolaan hutan 

sesuai ketentuan yang berlaku 

CD SEDANG 

 

Keberadaan Ganis PHPL pada PT Santan Borneo 
Abadi sepenuhnya terpenuhi sesuai dengan 
Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan 

Produksi Lestari Nomor P.16/PHPL-IPHH/2015 
dengan keberadaan PT Santan Borneo Abadi 
yang luasnya mencapai ±25.410 Ha sebagai 

berikut : 

No 
Jenis Tenaga 

Teknis 

Jumlah (orang) sesuai Luasan (Ha) 

Luas 

25.000 -  

<50.000 

Luas PT 

MPS ± 

25.410 Ha 

Kecukupan 

1 Ganis Kurpet 1 1 Cukup 

2 Ganis Canhut 2 1 Kurang 

3 Ganis Nenhut 2 2 *) Cukup 

4 Ganis Binhut 2 2  Cukup 

5 Ganis PKB-R 2 2 Cukup 

 JUMLAH 9 8 Kurang 1 

Sumber :    Data Ganis PHPL PT MPS dari BPHP Wil XI 
Samarinda 

*) 2 Orang Ganis Nenhut baru selesai 
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NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

pelatihan dan belum terdapat SK 
pengangkatan dari BPHP Wilayah XI 
Samarinda 

Keberadaan tenaga profesional bidang 
kehutanan di lapangan (Ganis) pada saat ini 
tersedia pada setiap bidang kegiatan 

pengelolaan hutan, namun jumlahnya masih 
kurang sesuai ketentuan yang berlaku yaitu 
terdapat kekurangan pada Ganis Canhut 

sebanyak 1 (satu) orang. 

1.3.2.  

Peningkatan kompetensi SDM 

D BAIK 

 

PT Mahakam Persada Sakti selama periode 
audit tahun 2014 - 2018 telah merencanakan 
dan merealisasikan peningkatan kompetensi 
karyawan dengan melakukan pelatihan kepada 

karyawan.  

Berdasarkan data rencana dan realisasi 
pendidikan dan latihan PT Mahakam Persada 

Sakti tahun 2014 - 2018 diketahui bahwa 
realisasi peningkatan SDM melalui Diklat, 
Penyegaran GANIS PHPL serta pelatihan lainnya 

mencapai secara keseluruhan mencapai 102,97 
% dari kegiatan yang direncanakan.  

1.3.3.  

Ketersediaan dokumen 

ketenagakerjaan 

D BAIK 

 

PT Mahakam Persada Sakti memiliki dokumen 
ketenagakerjaan yang lengkap dan telah 
diimplementasikan dengan menjalankan 

peraturan perundangan berkaitan dengan 
ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan 
normatif yang berlaku seperti : 

- Penerapan upah minimum 

- Manajemen memberikan keleluasaan kepada 

karyawan untuk berserikat dan membentuk 

serikat pekerja 

- Hubungan ketenagakerjaan telah diatur 

dalam Peraturan Perusahaan yang telah 

disahkan 

- Wajib lapor ketenagakerjaan 

- Kepesertaan jamsostek dan BPJS 

- Penerapan jenjang karir  

- Pemberian sarana dan prasarana kerja dan 

tempat tinggal yang layak dll. 

Kesimpulan Indikator 1.3.   14/15 = 93,33% (BAIK) 
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4. Indikator No. 1.4  : Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan 
Pemantauan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai 
Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK–HTI 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1.4.1.  

Kelengkapan unit kerja 

perusahaan dalam kerangka  

PHPL 

D BAIK 

 

 

PT Mahakam Persada Sakti memiliki struktur 

organisasi yang telah dicantumkan dalam 

dokumen RKUPHHK-HT PT Mahakam Persada 

Sakti yang telah disahkan sesuai dengan SK No. 

SK.42/VI-BUHT/2012 tanggal 2 Juli 2012. 

Struktur Organisasi PT Mahakam Persada Sakti 

bersifat dinamis dan terakhir telah disahkan 

dengan SK Direktur PT MPS Nomor 

047/DIR/MPS/XII/2016 tanggal 12 Desember 

2016 yang dilampiri dengan Gambar Struktur 

Organisasi serta Job Descriptionnya. 

Struktur Organisasi PT Mahakam Persada Sakti 

dilengkapi dengan nama tenaga pelaksana dan 

job diskripsi yang menjelaskan tentang uraian 

tugas dan wewenang masing-masing jabatan 

sampai kepada tingkatan Mandor dan 

seluruhnya sesuai dengan kerangka PHPL dan 

sudah disahkan oleh Direksi 

Untuk Organisasi Satuan Pengawas Intern (SPI) 

dan pengelolaan Sistem Informasi Manajemen 

(SIM) dibuat terpisah dengan SK tersendiri. 

1.4.2.  

Keberadaan perangkat Sistem 

Informasi Manajemen dan 

tenaga pelaksana 

CD BAIK 

 

PT Mahakam Persada Sakti memiliki peralatan 

yang digunakan untuk menunjang adanya 

sistem informasi manajemen dan terdapat 

daftar barang inventaris penunjang yang dibuat 

oleh Widodo Sutikno untuk mendukung 

operasional Sistem Informasi Managemen (SIM) 

di PT Mahakam Persada Sakti seperti Personal 

Computer/ PC (16 Unit), Switch (1 Unit), Finger 

Print (1 Unit), Projector (1 Unit), Telepon (2 

Unit), serta Jaringan V-Sat. 

Terdapat Surat Keputusan Direktur PT 

Mahakam Persada Sakti No 045/DIR/MPS/IX/ 

2018 tanggal 10 Oktober 2018 yang menunjuk 

Widodo Sutikno, dan Tim sebagai Pengelola 

Sistem Informasi Manajemen (SIM) pada 

IUPHHK-HT PT Mahakam Persada Sakti. 

Hasil observasi di lapangan menunjukkan 

bahwa keberadaan peralatan penungjang SIM 

PT MPS sesuai dan masih berfungsi dengan 

baik. 

1.4.3.  

Keberadaan SPI /internal 

D SEDANG 

 

Organisasi SPI PT Mahakam Persada Sakti telah 

terbentuk dengan Surat Keputusan Direktur PT 

MPS Nomor 046/DIR/MPS/IX/2018 tanggal 10 
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NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

auditor dan efektifitasnya Oktober 2018. Dalam SK Direksi tersebut 

Personil SPI yang ditunjuk atas nama Didi 

Supriadi dan Tim yang terdiri dari 5 (lima) 

orang Staff Ekologi (Al Muttaqin, Imran, Rias, 

Suherman dan Ryan). Jabatan Pengawas 

Internal PT Mahakam Persada Sakti berada 

langsung di bawah garis komando Direktur. 

Tim SPI yang ada saat ini baru terbentuk pada 

tanggal 10 Oktober  2018 sehinga belum 

terdapat laporan tentang kegiatan pelaksanaan 

audit internal. Demikian pula selama periode 

audit 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2014 – 

2018, pada PT Mahakam Persada Sakti belum 

dibentuk Personil Satuan Pengawas Internal 

(SPI) dan pelaporan kegiatannya. 

Secara umum keberadaan organisasi SPI telah 

terbentuk di PT Mahakam Persada Sakti, namun 

masih belum berjalan dengan efektif 

menjangkau dan mengontrol seluruh tahapan 

kegiatan perusahaan.  

 

1.4.4.  

Keterlaksanaan tindak koreksi  

manajemen berbasis hasil 

monitoring dan evaluasi 

CD BURUK 

 

Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tidak 

ditemukan adanya dokumen yang dimiliki PT 

Mahakam Persada Sakti selama periode audit 

tahun 2014 – 2018 berkaitan dengan verifier ini 

berupa adanya tindakan pencegahan dan 

perbaikan manajemen berdasarkan hasil 

monitoring dan evaluasi. 

Saat audit dilaksanakan tidak ditemukan bukti 

adanya hasil monitoring dan pelaporan hasil 

temuan SPI karena keberadaan SPI PT 

Mahakam Persada Sakti baru terbentuk pada 

tanggal 10 Oktober 2018.  

Dengan demikian Satuan Pengawas Internal PT 

Mahakam Persada Sakti belum menjalankan 

fungsi internal audit dan tidak ditemukan 

adanya tindakan pencegahan dan perbaikan 

manajemen berdasarkan hasil monitoring dan 

evaluasi. 

Kesimpulan Indikator 1.4.   14/18 = 77,78% (SEDANG) 
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5. Indikator No. 1.5  : Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA) 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1.5.1.  

Persetujuan rencana pene-

bangan melalui peningkatan 

pemahaman, keterlibatan, 

pencatatan proses dan 

diseminasi isi kandungannya 

CD SEDANG 

 

Pelaksanaan Persetujuan Rencana Penebangan 

melalui peningkatan pemahaman keterlibatan, 

pencatatan proses dan diseminasi isi 

kandungannya pada RKT 2014 – 2018 PT 

Mahakam Persada Sakti diketahui bahwa 

Dokumen RKT telah disetujui dan disahkan oleh 

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. 

Dalam pelaksanaannya, PT Mahakam Persada 

Sakti telah melakukan sosialisasi dan 

pemberitahuan kepada masyarakat untuk 

meningkatkan pemahaman dan dikonsultasikan 

kepada masyarakat yang akan terkena dampak 

dari kegiatan operasionalnya namun belum 

dilaksanakan secara menyeluruh dan 

menjangkau kepada seluruh desa di sekitar 

IUPHHK-HT seperti Desa Mugi Rahayu dan 

Desa Telaga. 

1.5.2.  

Persetujuan dalam proses tata 

batas 

D BAIK 

 

 

Batas-Batas areal PT Mahakam Persada Sakti 

telah dilakukan penataan di lapangan dan 

terdapat dokumen BAP penataan batas yang 

telah disetujui oleh para pihak. Dari realisasi 

penataan batas di lapangan yang sudah temu 

gelang dan telah  ditandatanganinya BATB yang 

ada sesuai dengan tingkat realisasinya, maka 

terdapat pengakuan baik pihak pemerintah dan 

instansi yang terkait baik Pemerintah Pusat 

(KemenLHK, BPKH Wilayah IV Samarinda) 

Pemerintah Daerah (Dinas Kehutanan Provinsi 

dan Kabupaten), Perusahaan yang berbatasan 

langsung, dan masyarakat. 

Terkait dengan pengakuan dari masyarakat, 

pada BAP TBT keberadaan PT Mahakam 

Persada Sakti telah memperoleh pengakuan 

dari masyarakat Desa Beno Harapan, Desa Batu 

Timbau dan Desa Mugi Rahayu serta Pihak 

Kecamatan Batu Ampar yang ikut 

menandatangani BAP Tata Batas.  

Hasil tanya jawab pada konsultasi publik 

masyarakat menyatakan bahwa selama ini 

sosialisasi yang berkaitan dengan batas areal 

dilaksanakan secara global dengan kegiatan 

sosialisasi lainnya. 

Konflik batas selama ini masih terjadi antara PT 

Mahakam Persada Sakti dengan masyarakat 

sekitar di mana masih dijumpai adanya 

perladangan dan perkebunan yang masuk ke 

dalam wilayah areal kerja, namun PT Mahakam 
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NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

Persada Sakti telah melakukan upaya yang 

terus menerus guna menyelesaikan setiap 

permasalahan lahan yang ada. 

1.5.3.  

Persetujuan dalam proses dan 

pelaksanaan  CSR/CD 

D SEDANG 

 

PT Mahakam Persada Sakti telah memiliki 

dokumen Kelola Sosial yang tercantum 

dalam dokumen RKT Tahun 2014 – 2018  

yang telah disahkan dan disetujui oleh 

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan 

Timur sesuai dengan masing-masing SK 

yang disahkan, dan kelola sosial PT MPS 

tercantum dalam dokumen Project Plan 

Community Development tahun 2015-2018.  

Project Plan Community Development/ 

Kelola Sosial/ Pemberdayaan Masyarakat 

Desa Hutan (PMDH) telah disosialisasikan 

keberadaannya kepada masyarakat sesuai 

dengan dokumen BAP yang ada. 

Namun demikian sosialisasi yang 

dilaksanakan masih secara parsial dan tidak 

menyeluruh, dan tidak dilaksanakan pada 

setiap tahun (> 50% tetapi belum 

seluruhnya). Hal ini tercermin dari hasil 

informasi masyarakat pada pelaksanaan 

konsultasi publik sebelum penilaian yaitu 

adanya keluhan dan harapan dari 

masyarakat tentang rencana bantuan dan 

CD yang akan dilaksanakan oleh PT MPS 

setiap tahunnya. 

1.5.4.  

Persetujuan dalam proses 

penetapan kawasan lindung 

CD SEDANG 

 

Dokumen RKUPHK-HT yang dijadikan dasar 

penetapan kawasan lindung PT Mahakam 

Persada Sakti telah disahkan oleh Menteri 

Kehutanan dengan SK No. SK.42/VI-

BUHT/2012 tanggal 2 Juli 2012. 

Sosialisasi keberadaan kawasan lindung 

telah dilakukan oleh PT MPS kepada 

masyarakat termuat dalam BAP sosialisasi 

terpadu operasional PT MPS (termasuk 

kawasan lindung) tanggal 5 dan 6 Juni 2018 

yang dilaksanakan di Desa Beno Harapan 

dan Desa Batu Timbau yang dilengkapi 

dengan daftar hadir dan foto kegiatan. 

Secara umum persetujuan kawasan lindung 

PT MPS telah dilakukan oleh pihak 

Pemerintah baik Pusat maupun Daerah dan 

sosialisasi serta persetujuan terkait kawasan 

lindung, telah diperoleh dari Desa Beno 

Harapan dan Desa Batu Timbau, sedangkan 
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VERIFIER 
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terhadap masyarakat Desa Mugi Rahayu dan 

Desa Telaga masih belum terdapat bukti 

pelaksanaannya. Dengan demikian 

persetujuan dalam proses penetapan 

kawasan lindung baru dari sebagian para 

pihak (>50% namun belum seluruhnya). 

Kesimpulan Indikator 1.5.   14/18 = 77,78% (SEDANG) 

B. KRITERIA PRODUKSI 

1. Indikator No. 2.1  : Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari   

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

2.1.1. 

Keberadaan Dokumen 

Rencana Jangka Pan-jang 

(management plan) yang telah 

Disetujui oleh Pejabat yang 

Berwenang  

 

D BAIK 

 

Dokumen rencana jangka panjang yang dimiliki 

oleh auditee adalah sebagai berikut : 

1. Laporan Hasil Deliniasi Mikro IUPHHK-HTI PT 
Mahakam Persada Sakti, 2012 pada saat 

penilaian tidak ditemukan di lapangan. 

2. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan 
Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman 
Industri Dalam Hutan Tanaman (RKUPHHK-

HTI) Untuk Jangka Waktu 10 (Sepuluh) 
Tahun, Periode Tahun 2012 - 2021 PT 
Mahakam Persada Sakti yang telah disetujui 

melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 
: SK. 42/VI-BUHT/2012 tanggal 2 Juli 2012. 

Dalam RKUPHHK-HTI ini diuraikan bahwa 

berdasarkan daur yang telah dicanangkan 

serta tujuan penanaman, dan kondisi lahan, 

maka sistem silvikultur yang akan 

dikembangkan pada areal kerja IUPHHK-HTI 

PT Mahakam Persada Sakti adalah sistem 

silvikultur Tebang Habis Permudaan Buatan 

(THPB). 

Pengelolaan hutan dengan sistem silvikultur 

THPB akan dilakukan pada areal Tanaman 

Pokok, Tanaman Unggula, dan Tanaman 

Kehidupan 

 

3. PT Mahakam Persada Sakti telah menyusun 

rencana kerja umum berdasarkan SK Menteri 
Kehutanan Nomor : 70/Kpts-II/95 Tanggal 6 
Pebruari 1995 yang diperbaharui dengan 

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 
21/Kpts-II/2006 tanggal 4 April 2006. 

4. Terdapat Rencana tata ruang areal kerja 
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NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
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IUPHHK-HTI PT Mahakam Persada Sakti hasil 
deliniasi mikro dan telah menyusun rencana 

penataan areal kerja IUPHHK-HTI PT 
Mahakam Persada disesuaikan dengan daur 
tanaman 6 tahun. 

5. Terdapat Peta penafsiran Citra Landsat : 

- Kondisi penutupan lahan berdasarkan peta 

hasil penafsiran Citra Landsat 7 ETM + 

Path 117 Row 59 liputan Tanggal 11 

Januari 2016, skala 1 : 50.000 yang dibuat 

oleh PT Wana Bangun Khatulistiwa (Nono 

Subana, S.Hut, Direktur Utama) dan 

disetujui oleh PT Mahakam Persada Sakti 

(Amran, Direktur) tanggal  ….. 2016, dan 

disahkan oleh Direktur Inventarisasi dan 

Pemantauan Sumber Daya Hutan melalui 

surat nomor S.375/IPSDH/PSDH/PLA.1/9/ 

2016 tanggal 21 September 2016. 

- Kondisi penutupan lahan berdasarkan peta 

hasil penafsiran Citra Landsat 7 ETM + 

Path 117 Row 59 liputan Tanggal 11 

Januari 2016, skala 1 : 100.000 yang 

dibuat oleh PT Wana Bangun Khatulistiwa 

(Nono Subana, S.Hut, Direktur Utama) 

dan disetujui oleh PT Mahakam Persada 

Sakti (Ir. Riahman Sinaga, Direktur) 

tanggal  ….. 2018, dan disahkan oleh 

Direktur Inventarisasi dan Pemantauan 

Sumber Daya Hutan melalui surat nomor 

S.219/IPSDH/PSDH/PLA.1/5/2018 tanggal 

02 Mei 2018. 

2.1.2  

Kesesuaian Implementasi 

Penataan Areal Kerja di 

Lapangan dengan Rencana 

Jangka Panjang  

 

D SEDANG 

 

Berdasarkan hasil telaah dokumen RKTUPHHK-

HTI 5 (lima) tahun terakhir (2014 s/d 2018) 

berserta peta lampirannya, diperoleh hasil 

bahwa penyusunan penataan areal kerja dalam 

RKTUPHHK-HTI sebagian telah mengacu pada 

RKUPHHK-HTI Periode 2012-2021 tahun 2012. 

- RKTUPHHK-HTI tahun 2012 sesuai dengan 

alokasi KRUPHHK-HTI blok I seluas 2.670 ha 

- RKTUPHHK-HTI tahun 2013 merupakan CO 

2012 seluas 2,635 (blok I) ditambah luasan 

sebagian kecil RKTUPHHK-HTI tahun 2013 

seluas 881,43 ha (blok II), hal ini tidak 

sesuai dengan alokasi seharusnya blok II 

dalam RKUPHHK-HTI  

- RKTUPHHK-HTI tahun 2014 merupakan CO 

2012 (blok I) seluas 2,220 ha dan CO 2013 

(blok II) seluas 881,43 ha sehingga terdapat 

ketidak sesuaian lokasi dalam RKUPHHK-
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HTI blok III. 

- Blok RKTUPHHK-HTI tahun 2015 tidak ada 

pengusulan RKTUPHHK-HTI, sehingga tidak 

tedapat alokasi blok RKTUPHHK-HTI tahun 

2015. 

- Blok RKTUPHHK-HTI tahun 2016 semula 

mengerjakan blok V sesuai dengan alokasi 

dalam RKUPHHHK-HTI alokasi blok V.  Pada 

saat revisi RKTUPHHK-HTI ditambahkan 

alokasi blok RKTUPHHK-HTI tahun 2015 

(blok IV) selain sisa RKTUPHHK-HTI tahun 

2014 (Blok I dan II). 

- RKTUPHHK-HTI tahun 2017 telah sesuai 

dengan alokasi dalam RKUPHHK-HTI (blok 

VI) ditambah alokasi CO 2016. 

- RKTUPHHK-HTI tahun 2018 adalah 

mengerjakan CO 2017 (blok VI), seharusnya 

kembali ke blok I dalam RKUPHHK-HTI, 

terdapat ketidaksesuain. 

2.1.3  

Pemeliharaan Batas Blok dan 

Petak / compartemen kerja 

CD SEDANG 

 

 

- Kegiatan pemeliharaan batas blok berupa 

penggantian tanda batas petak pada areal-

areal sudah ditanam atau pada areal 

penyiapan lahan 

- Seluruh tanda batas petak sudah dimasukkan 

kedalam GPS dan disimpan dalam bank data, 

namun di lapangan areal yang sudah 

dikerjakan penanaman atau penyiapan lahan 

dipasang patok batas petak permanen.  

Sementara areal yang baru akan 

dilaksanakan kegiatan penanaman dipasang 

tanda batas sementara.  Untuk areal yang 

belum dikerjakan belum dipasang tanda 

batas petak di lapangan. 

Kesimpulan Indikator 2.1.   12/15 = 80,00% (SEDANG) 

2. Indikator No. 2.2  : Tingkat Pemanenan Lestari untuk Setiap Jenis Hasil Hutan Kayu Utama 
dan Nir Kayu pada Setiap Tipe Ekosistem  

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

2.2.1.  

Terdapat Data Potensi Tegakan 

per Tipe Ekosistem yang ada 

(Berbasis IHMB / Survei 

potensi, ITSP, Risalah Hutan) 

 

D BAIK 

 

Berdasarkan lampiran dalam buku RKTUPHHK-

HTI Tahun 2014, 2016, 2017, dan 2018 

didapatkan data potensi berdasarkan 

Rekapitulasi Hasil Cruising / Inventarisasi 

Tegakan Pada Areal LOA (Hutan Alam) 

berdasarkan sampling 5% sebagai berikut : 
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No. 
Tahun  

RKT 

Diameter 

Jumlah KBK  

(10-29,9) 

KBS  

(30-49,9) 

KBB  

50 Up 

1. 2014 0,02 - - 0,02 

2. 2016 0,18 0,01 0,00 0,20 

3. 2017 2,64 0,27 - 2,91 

4. 2018 0,07 0,04 - 0,11 

 

Berdasarkan Summary Inventory didapatkan 

data potensi rata-rat dari tanaman tahun tanam 

2014 didaaptkan data potensi untuk jenis 

Acacia crassicarpa seebsar 9,4 m3/ha, Acacia 

mangium sebesar 5,7 m3/ha, dan Eucalypthus 

sebesar 10,1 m3/ha 

2.2.2.  

Terdapat Informasi tentang 

Riap Tegakan 

CD SEDANG 

 

 

Berdasarkan Summary Invetory PT Mahakam 

Persada Sakti November 2018 didapatkan nilai 

MAI untuk jenis Acacia mangium sebesar 15,5 

ton/ha (P30), jenis Acacia crassicarpa sebesar 

19,8 ton/ha (P30) dan jenis Eucalyptus sp 

sebesar 20,2 ton/ha (P18). 

Terdapat data Summary Inventory, namun 

tidak didukung oleh dokumen atau Laporan 

Hasil Pengukuran P3, P6, P18, MRI per tahun. 

2.2.3.  

Terdapat Perhitungan Internal 

/self JTT Berbasis Data Potensi 

dan Kondisi Kemampuan 

Pertumbuhan Tegakan 

CD BURUK 

 

 

Berdasarkan dokumen RKUPHHK-HTI periode 

2012 s/d 2021 PT Mahakam Persada Sakti telah 

melakukan perhitungan etat luas dan volume 

pada Tanaman Pokok, Tanaman Kehidupan dan 

Tanaman Unggulan sebagaimana tertuang 

dalam pada halaman III-29 tidak terdapat 

potensi LOA. 

Berdasarkan observasi yang dilakukan terhadap 

dokumen maupun di lapangan bahwa tidak 

terdapat bukti upaya PT Mahakam Persada 

Sakti melakukan analisa data potensi dan riap 

tegakan. 

Kesimpulan Indikator 2.2.   9/12 = 75,00% (SEDANG) 
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3. Indikator No. 2.3  : Pelaksanaan Penerapan Tahapan Sistem Silvikultur untuk Menjamin 
Regenerasi Hutan  

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

2.3.1.  

Ketersediaan SOP Seluruh 

Tahapan Kegiatan Sistem 

Silvikultur  

D SEDANG 

 

Terdapat dokumen SOP Tahapan Kegiatan 

sistem silvikultur THPB yang dimiliki oleh PT 

Mahakam Persada Sakti : 

a. SOP Penataan Areal Kerja, tidak ditemukan 

b. SOP Inventarisasi Hutan Tanaman, No. ID 

Q&MIS Dokumen  : 006-MPS-PLN-SOP, 

tanggal terbit 01 Desember 2016 

c. SOP Pembukaan Wilayah Hutan : 

- Pembuatan dan Perawatan Jalan, No. ID 

Q&MIS Dokumen  : 001-MPS-INF-SOP, 

tanggal terbit 01 Desember 2016 

- Pembuatan dan Perawatan Jembatan dan 

Gorong-gorong, No. ID Q&MIS Dokumen  

: 002-MPS-INF-SOP, tanggal terbit 01 

Desember 2016 

- Operasional dan Pemeliharaan Road 

Maintenance, No. ID Q&MIS Dokumen  : 

003-MPS-INF-SOP, tanggal terbit 01 

Desember 2016 

d. SOP Pemanenan : 

- Panen Kayu Hutan Alam, No. ID Q&MIS 

Dokumen  : 006-MPS-WS-SOP, tanggal 

terbit 01 Desember 2016 

- Panen Kayu Hutan Tanaman, No. ID 

Q&MIS Dokumen  : 003-MPS-WS-SOP, 

tanggal terbit 01 Desember 2016 

e. SOP Persemaian : 

- Operasi Pembibitan (Acacia Seedling), No. 

ID Q&MIS Dokumen  : 001-MPS-NSY-SOP, 

tanggal terbit 01 Desember 2016 

- Operasi Pembibitan (Eukaliptus Seedling), 

No. ID Q&MIS Dokumen  : 003-MPS-NSY-

SOP, tanggal terbit 01 Desember 2016 

f. SOP Persiapan Lahan Mineral, No. ID Q&MIS 

Dokumen  : 002-MPS-PLT-SOP, tanggal terbit 

01 Desember 2016. 

g. SOP Penanaman dan Penyisipan, No. ID 

Q&MIS Dokumen  : 005-MPS-PLT-SOP, 

tanggal terbit 01 Desember 2016. 

h. SOP Perawatan Tanaman, No. ID Q&MIS 

Dokumen  : 007-MPS-PLT-SOP, tanggal terbit 

01 Desember 2016 

i. SOP Pengamanan dan Perlindungan Hutan, 
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No. ID Q&MIS Dokumen  : 021-MPS-SSL-

SOP, tanggal terbit 01 Desember 2016 

Berdasarkan keberadaan SOP-SOP tersebut 

bawa ketersediaan SOP tidak lengkap. 

 

2.3.2.  

Implementasi SOP Seluruh 

Tahapan Kegiatan Sistem 

Silvikultur  

D SEDANG 

 

Implementasi kegiatan-kegiatan tahapan sistem 

silvikultur sebagaimana SOP diatas dapat dilihat 

sebagai berikut : 

PAK : 

Berdasarkan observasi lapangan ditemukan 

tanda batas blok RKTUPHHK-HTI tahun 2014, 

2016, 2017, dan 2018.  Terdapat pula tanda 

batas petak berupa patok kayu berwarna 

kuning. 

Tanda batas blok ditemukan pada blok 

RKTUPHHK-HTI tahun 2017 berupa papan 

dengan ukuran 146x93 cm warna dasar putih 

tulisan hitam, sementara untuk tahun 2014 

berupa papan dengan ukuran 130x60 cm 

dengan warna dasar putih tulisan hitam.  

Tanda-tanda batas berupa rintisan sebagian 

besar sudah tidak terlihat. 

Risalah Hutan : 

Selama 4 (empat) tahun terdapat laporan hasil 

inventariasi tanaman yang dilakukan pada saat 

mengajukan RKTUPHHK-HTI pada areal LOA.  

Sementara risalah hutan untuk areal tanaman 

dilakukan dalam berupa kegiatan Plantation 

Monitoring Asessment (PMA) yang terbagi 

dalam beberapa periode : PMA 3 bulan (P3), 

PMA 6 bulan (P6), PMA 18 bulan (PMA18), PMA 

30 bulan (PMA30 dalam program PIMS) namun 

dalam SOP adalah MRI. 

Pembukaan Wilayah Hutan : 

Terdapat kegiatan PWH berupa pembuatan 

jalan baru di petak G52 sepanjang 321 meter. 

Pengadaan Bibit :  

Terdapat Centra Persemaian di Km 17 dengan 

kapasitas terpasang saat ini sebesar 4 juta 

dengan kemampuan produksi rata-rata 2 juta 

bibit per bulan.  Saat ini telah ditanam clon 

terbari IDN32 di lapangan pada bulan Mei 2018 

dengan umur tanaman saat pengamatan adalah 

7 bulan. 

Penyiapan Lahan :  

Terdapat kegiatan penyiapan lahan di lapangan 
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ditemukan pada areal bergunung atau 

bergelombang alur pendek dibuat metode 

terassering dengan perumpukan dipinggir 

tebing dan pada penyiapan lahan dengan 

kondisi datar perumpukan dibuat sejjajar lebar 

rumpukan 12 meter.  

Penanaman :  

Berdasarkan pengamatan di lapangan telah 

dilakukan penanaman dengan umur 1 bulan, 3 

bulan, dan 6 bulan, jenis yang ditanam adalah 

eucalythus klon IDN32, dengan jarak tanam 3x2 

meter. 

Pemeliharaan tanaman :  

Kegiatan pemeliharaan ditemukan pada areal 

tanam 18 bulan berupa tebas.  Kegiatan 

pemeliharaan untuk jenis acacia mencapai 5 

tahapan, namun untuk jenis Euclythus 

mencapai 12 tahapan. 

Pemanenan :   

Pemanenan dari areal tanaman belum 

dilakukan, pada saat ini pemanenan adalah di 

areal LOA berupa kayu bulat sedang dan kayu 

bulat kecil. 

Perlindungan dan Pengamanan Hutan :  

Kegiatan berupa perlindungan kawasan lindung, 

pengamanan kebakaran dan patroli 

pengamanan dan kebakaran, serta memasang 

plang-plang himbauan maupun peringatan.  

 

2.3.3.  

Tingkat Kecukupan Potensi 

Tegakan sebelum Masak 

Tebang 

D SEDANG 

 

Berdasarkan summary inventory didapatkan 

nilai MAI untuk jenis acacia mangium pada 

umur 30  bulan mencapai 15,5 ton/ha dengan 

memprediksi umur tebangan 6 tahun akan 

didapatkan potensi sebesar 37,2 ton/ha.  

Sementara nilai MAI untuk jenis Eucalythus sp 

26,9 pada umur 18  bulan mencapai 26,9 

ton/ha dengan memprediksi umur tebangan 6 

tahun akan didapatkan potensi sebesar 107,62 

ton/ha.  

 

2.3.4.  

Tingkat Kecukupan Potensi 

Permudaan 

CD SEDANG Berdasarkan Summary Inventory terdapat 

tingkat permudaan tanaman untuk jenis 

Eucalypthus pada umur 3 dan 6 bulan adalah 

sebesar 100,7% dan 86%, sementara tingkat 

permudaan tanaman untuk jenis Acacia 

mangium pada umur 6 bulan adalah sebesar 
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94,3%, sementara untuk jenis acacia 

crassicarpa tingkat permudaan tanaman untuk 

jenis Acacia mangium pada umur 6 bulan 

adalah sebesar 85,0%, rata-rata sebesar 86,0% 

Kesimpulan Indikator 2.3.   14/21 = 66,67% (SEDANG) 

4. Indikator No. 2.4 : Ketersediaan dan Penerapan Teknologi Ramah Lingkungan Untuk 

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

2.4.1.  

Ketersediaan Prosedur 

Pemanfaatan / Pengelolaan 

Hutan Ramah Lingkungan  

D SEDANG 

 

Berdasarkan pengecekan atau observasi 

terhadap dokumen SOP yang dimiliki oleh PT 
Mahakam Persasda Sakti terkait dengan 
Pemanfaatan  / pengelolaan hutan ramah 

lingkungan, tidak didapatkan SOP Reduce 
Impact Logging (RIL), 

Untuk melakukan pengaturan kegiatan di 

lapangan dilakukan melalui Micro Planning.  
Terdapat SOP Microplanning sebagai berikut : 

1. SOP Micro Planing, No. ID Q&MIS Dokumen  

: 001-MPS-WS-SOP, tanggal terbit 01 
Desember 2016 

2. SOP Microplaning (Mineral Soil), No. ID 

Q&MIS Dokumen  : 012-MPS-PLN-SOP, 
tanggal terbit 01 Desember 2016. 

2.4.2.  

Penerapan Teknologi Ramah 

Lingkungan 

D SEDANG 

 

 

Pada saat penilaian audit tahap II terdapat 2 

(dua) kegiatan berbasis pengelolaan ramah 

lingkungan, yaitu : 

1. Pembuatan Terasering pada kemiringan 

>25% yang mengacu kepada pembuatan 
skidding trail. 

2. Terdapat kolam sedimen yang berfungsi 

untuk mengendalikan zat-zat kimia yang 
terkandung di dalam herbisida ataupun 
pestisida yang digunakan dalam 

operasional nursery dengan tujuan tidak 
langsung mengalir ke sungai. 

2.4.3.  

Limbah Pemanfaatan Hutan 

Minimal 

CD N/A Perhitungan nilai RWA dari hutan tanaman 

belum didapatkan karena belum ada 

pemanenan dari hutan tanaman. 

Kesimpulan Indikator 2.4.   6/12 = 66,67% (SEDANG) 
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2.5.1.  

Keberadaan Dokumen Rencana 

Kerja Jangka Pendek (RKT) 

yang Disusun Berdasarkan 

Rencana Kerja Jangka Panjang 

(RKU) dan Disahkan Sesuai 

Peraturan yang Berlaku (Dinas 

Prov, self approval)  

CD SEDANG Berdasarkan pengecekan terhadap dokumen 
RKTUPHHK-HTI tahun 2012, 2013, 2014, 2016, 
2017, dan 2018  PT Mahakam Persada Sakti, 

didapatkan data : 

1. Dokumen RKTUPHHK-HTI Tahun 2012, 
disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan 

Provinsi Kalimantan Timur melalui surat 
keputusan Nomor : 7051/Kpts/DK-V/2012 
tanggal 21 Desember 2012, dan berakhir 

tanggal 20 Desember 2013. 

2. Dokumen RKTUPHHK-HTI Tahun 2013, 
disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan 
Provinsi Kalimantan Timur melalui surat 

keputusan Nomor : 1830/Kpts/DK-V/2014 
tanggal 2 April 2014, dan berakhir tanggal 20 
Desember 2014. 

3. Dokumen RKTUPHHK-HTI Tahun 2014, 
disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan 
Provinsi Kalimantan Timur melalui surat 

keputusan Nomor : 7146/Kpts/DK-V/2014 
tanggal 22 Desember 2014, dan berakhir 
tanggal 19 Desember 2015. 

4. Dokumen RKTUPHHK-HTI Tahun 2015 tidak 
ada dan tidak terdapat dokumen atau surat 
usulan RKTPHHK-HTI tahun 2015 yang 

diusulkan oleh PT Mahakam Persada Sakti . 

5. Dokumen RKTUPHHK-HTI Tahun 2016, 
disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan 

Provinsi Kalimantan Timur melalui surat 
keputusan Nomor : 04/Kpts/DK-V/2016 
tanggal 8 Janauri 2016, dan berakhir tanggal 
31 Desember 2016 

Revisi Dokumen RKTUPHHK-HTI Tahun 
2016, disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan 
Provinsi Kalimantan Timur melalui surat 

keputusan Nomor : 12/Kpts/DK-VI/2016 
tanggal 8 Agustus 2016, dan berakhir 
tanggal 31 Desember 2016 

6. Dokumen RKTUPHHK-HTI Tahun 2017, 
disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan 
Provinsi Kalimantan Timur melalui surat 

keputusan Nomor : 172/Kpts/DK-II/2016 
tanggal 29 Desember 2016, dan berakhir 
tanggal 31 Desember 2017. 

7. Dokumen RKTUPHHK-HTI Tahun 2018, 
disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan 
Provinsi Kalimantan Timur melalui surat 

keputusan Nomor : 27/Kpts/DK-II/2018 
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tanggal 11 Januari 2018, dan berakhir 
tanggal 31 Desember 2018. 

2.5.2.  

Kesesuaian Peta Kerja dalam 

Rencana Jangka Pendek 

dengan Rencana Jangka 

Panjang 

D BAIK Berdasarkan observasi terhadap peta 

RKUPHHK-HTI dan RKTUPHHK-HTI terdapat 

kesesuaian dimana ada pembagian areal sesuai 

dengan tata ruang HTI yaitu berupa areal 

Tanaman Pokok, Tanaman Unggulan, Tanaman 

Kehidupan, Kawasan Lindung, dan Penataan 

Blok RKTUPHHK-HTI. 

Di dalam peta kerja RKUPHHK-HTI terdapat 1 

lembar peta kerja dengan skala 1 : 50.000 

dimana terdapat 1 (dua) blok kerja dimana 

pembagian blok tebangan / penataan blok 

RKTUPHHK-HTI terbagi menjadi Blok I, II, III, 

IV, V, dan VI untuk tahun 2012, 2013, 2014, 

2015, 2016 dan 2017.  Dengan daur 6 (enam) 

tahun maka untuk tahun 2018 dan seterusnya 

kembali dari blok I kembali.  Terdapat 

pembagian tata ruang Tanaman Pokok 

(kuning), Tanaman Kehidupan (hijau), 

Tanaman Unggulan (biru), kawasan lindung 

(merah) dan pembagian blok tebangan 

(kuning). 

Di dalam peta kerja RKTUPHHK-HTI 2014, 

2015, 2016, 2017 dan 2018 telah diuraikan 

sesuai tata ruang HTI, meliputi : Tanaman 

Pokok (kuning), Tanaman Kehidupan (hijau), 

dan Tanaman Unggulan (biru), serta Kawasan 

Lindung / Buffer Zone (merah), Sempadan 

Sungai (merah), sesuai dengan lokasi yang 

sama dengan yang tertuang dalam peta kerja 

RKUPHHK-HTI. Terdapat areal tambahan 

berupa : Area Nursery (hijau), Area Kubangan 

Air (Kolam) (biru), Zona reparian (merah), dan 

Blok RKTUPHHK-HTI Tahun Berjalan. 

Didalam Blok RKTUPHHK-HTI Tahun Berjalan 

terbagi menjadi : Blok Tanaman Pokok Sistem 

Silvikultur THPB berupa alokasi realisasi Blok 

tahun-tahun sebelumnya, Areal Siap Tanam 

RKTUPHHK-HTI Tahun Sebelumnya, dan 

Rencana Blok RKTUPHHK-HTI tahun berjalan 

(pada tanaman Pokok warna kuning berarsir), 

Blok Tanaman Kehidupan (RKTUPHHK-HTI 

tahun berjalan berupa realisasi dan rencana 

dengan warna hijau berarsir), dan Blok 

Tanaman Unggulan (RKTUPHHK-HTI tahun 

berjalan berupa realisasi dan rencana dengan 

warna biru berarsir).  Tidak ditemukan areal 
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blok yang dapat ditebang mendapatkan 

pengesahan dari Dinas Kehutanan Provinsi 

Kalimantan Timur berupa stempel atau cap. 

Berdasarkan uraian di atas terdapat peta yang 

sesuai RKT/RKU yang disahkan oleh Kepala 

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur 

yang menggambarkar blok areal yang dapat 

ditebang dan ditanam beserta areal yang 

ditetapkan sebagai kawasan lindung. 

2.5.3.  

Implementasi Peta Kerja Berupa 

Penandaan Batas Blok 

Tebangan / Dipanen / 

Dimanfaatkan / Ditanam / 

Dipelihara beserta Areal yang 

Ditetapkan sebagai Kawasan 

Lindung (untuk Konservasi/ 

buffer zone/ pelesta-rian 

plasma nutfah / religi /budaya / 

sarana prasarana dan Penelitian 

& Pengembangan) 

D BAIK Berdasarkan pengecekan terhadap peta kerja 

RKTUPHHK-HTI tahun 2014, 2016, 2017, dan 

2018 didapatkan kesesuaiaan sebagian tanda 

batas plang blok RKTUPHHK-HTI dengan tanda 

di lapangan.  Sebagaimana wawancara dengan 

Askep Planning bahwa seluruh blok kerja telah 

diinput datanya (GPS) dan dimasukkan dalam 

program PIMS, dan implementasi di lapangan 

adalah berupa penanadaan batas petak 

berdasarkan kegiatan tahun tanam, dan 

penandaan batas petak sementara pada 

kegiatan yang akan direalisasikan.  Sementara 

areal-areal yang belum dilaksanakan kegiatan, 

tanda batas petak belum dipasang.  

Pembuktian uji petik dilakukan dengan metode 

pdf maps, kondisi tanda batas blok RKTUPHHK-

HTI 5 (lima) tahun terakhir maupun kondisi 

tanda batas petak telah diuraikan pada verifier 

2.1.3. 

2.5.4.  

Kesesuaian Lokasi, Luas, 

Kelompok Jenis dan Volume 

Panen dengan Dokumen 

Rencana Jangka Pendek  

D SEDANG 

 

Berdasarkan rekaman produksi RKTUPHHK-HTI 

tahun 2012, 2013, 2014, 2015, 2017 dan 2018 

(sampai dengan bulan November) didapatkan 

bahwa untuk target produksi Kayu Bulat Besar 

tidak direncanakan produksinya dikarenakan 

kondisi lahan PT Mahakam Persada Sakti adalah 

eks HPHTI PT Kiani Hutani Lestari.  Sehingga 

secara umum areal kerja sudah terbuka dan 

sangat kecil terdapat kayu besar yang dapat 

diproduksi lagi.  Namun terdapat produksi untuk 

Kayu Bulat Sedang dan Kayu Bulat Kecil. 

Secara keseluruhan realisasi produksi (KBB, 

KBS, dan KBK) selama 5 (lima) tahun terakhir 

adalah sebesar 1.563,95 m3 dari rencana 

17.237,85 m3 atau tercapai = 9,07% atau 

realisasi volume tebangan < 70% dari rencana 

tebangan tahunan,  realisasi luasan tebangan 

tidak melebihi yang direncanakan, dan lokasi 

sesuai dengan RKTUPHHK-HTI yang disahkan. 
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Kesimpulan Indikator 2.5.   18 /21 = 85,71% (BAIK) 

6. Indikator No. 2.6  : Kesehatan Finansial Perusahaan dan Tingkat Investasi dan Re-

investasi yang Memadai dan Memenuhi Kebutuhan dalam Pengelolaan 
Hutan, Administrasi, Penelitian dan Pengembangan, serta Peningkatan 

Kemampuan Sumber daya Manusia 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

2.6.1.  

Kondisi Kesehatan Finansial  

CD BURUK 

 

Berdasarkan laporan keuangan 5 (lima) tahun 

terakhir periode 2014 s/d 2018, terdapat 4 

(empat) laporan keuangan yang telah diaudit 

oleh Kantor Akuntan Publik Ojak Lumban Gaol 

yaitu Laporan Keuangan 31 Desember 2017, 

2016,2015,dan 2014. 

Berdasarkan laporan tersebut didapatkan 

kondisi finansial perusahaan sebagai berikut : 

1. Opini Auditor : Laporan keuangan terlampir 

menyajikan secara wajar, dalam semua hal 

yang meterial, posisi keuangan PT Mahakam 

Persada Sakti tanggal 31 Desember 2017, 

2016, 2015, dan 2014, serta kinerja 

Keuangan dan arus kas untuk tahun yang 

berakhir pada tanggal tersebut, sesuai 

dengan Standar Akuntansi Keuangan yang 

belaku umum. 

2. Likuiditas adalah kemampuan perusahaan 

dalam memenuhi kemampuan kewajiban 

jangka pendek. Berdasarkan metode lancar / 

current ratio dengan membandingkan antara 

total aktiva lancar dengan hutang jangka 

pendek / lancar maka didapatkan nilai 

likuiditas perusahaan untuk tahun 2017, 

2016, 2015, dan 2014 berturut-turut adalah 

sebesar 172,15%, 54,97%, 213,39%; dan 

3,55% atau rata-rata 98,44%. 

Jadi nilai likuiditas keuangan perusahaan 

secara keseluruhan masih <100% dan ini 

berarti PT Mahakam Persada Sakti cukup 

dapat memenuhi kewajiban jangka 

pendeknya. 

3. Solvabilitas adalah kemampuan perusahaan 

dalam menjamin semua kewajibannya. 

Berdasarkan metode debt ratio dengan 

membandingkan antara total aktiva dengan 

total hutang maka didapatkan nilai 
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solvabilitas perusahaan untuk tahun 2017, 

2016, 2015, dan 2014 berturut-turut adalah 

sebesar 85,92%, 91,55%, 82,71%, dan 

43,32%; atau rata-rata 86,92%. 

Jadi nilai solvabilitas keuangan perusahaan 

secara keseluruhan <100% dan ini berarti 

asset / aktiva PT Mahakam Persada Sakti 

cukup dapat menjamin  semua 

kewajibannya.  

4. Rentabilitas mengukur seberapa besar 

kemampuan perusahaan memperoleh laba 

dalam hubungannya dengan asset (ROA) 

maupun laba bagi modal sendiri (ROE). 

Berdasarkan analisis  terhadap laporan PT 

Mahakam Persada Sakti tahun 2017, 2016, 

2015, dan 2014 berturut-turut adalah 

sebesar (9,19%), (5,37%), (8,79%), dan 

(42,77%); atau rata-rata (8%).  

Berdasarkan data diatas, bahwa kondisi 

kesehatan perusahaan mengacu kepada 

laporan keuangan yang telah diaudit didapatkan 

data rata-rata Likuiditas <100% (buruk), 

solvabilitas <100% (buruk), rentabilitas negatif 

(buruk), dan opini kantor akuntan publik adalah 

laporan menyajikan wajar tanpa pengecualian. 

 

2.6.2.  

Realisasi Alokasi Dana Yang 

Cukup berdasarkan laporan 

penatausahaan keuangan yang 

dibuat sesuai dengan Pedoman 

Pelaporan Keuangan 

Pemanfaaran Hutan Produksi 

(yang telah diaudit oleh 

akuntan publik) 

CD BAIK Sampai dengan penilaian audit tahap II 

terdapat Realisasi alokasi dana yang cukup 

berdasarkan Financial Highlights yang berasal 

dari Laporan Keuangan yang telah diaudir 

(periode 2014 - 2017) dan tahun 2018 (realisasi 

s/d Oktober 2018), yang memuat rencana dan 

realisasi alokasi dana pembangunan HTI 

sebagai berikut : 

1. Tahun 2018 (s/d Oktober 2018) ketercapaian 

realisasi adalah sebesar 107,52%, dimana 
realisasi sebesar Rp. 39.325.254.000,- dari 
rencana Rp. 36.574.223.000,- 

2. Tahun 2017 ketercapaian realisasi adalah 
sebesar 60,85%, dimana realisasi sebesar 
Rp. 39.325.254.000,- dari rencana Rp. 

36.574.223.000,- 

3. Tahun 2016 ketercapaian realisasi adalah 
sebesar 214,30%, dimana realisasi sebesar 

Rp. 123.551.339,- dari rencana Rp. 
57.653.015.000,- 

4. Tahun 2015 ketercapaian realisasi adalah 

sebesar 70,99%, dimana realisasi sebesar 
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Rp. 23.525.097.000,- dari rencana Rp. 
33.138.733.000,- 

5. Tahun 2014 ketercapaian realisasi adalah 
sebesar 39,42%, dimana realisasi sebesar 
Rp. 3.240.905.000,- dari rencana Rp. 

8.220.999.000,- 

Realisasi alokasi dana rata-rata tercapai 

103,52% dari kebutuhan kelola hutan yang 

seharusnya berdasarkan laporan 

penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai 

dengan Pedoman Pelaporan Keuangan 

Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah 

diaudit oleh akuntan publik). 

2.6.3.  

Realisasi Alokasi Dana Yang 

Proporsional  

CD BURUK 

 

Sampai dengan penilaian audit tahap II 

terdapat Realisasi alokasi dana proporsional 

berdasarkan Financial Highlights yang berasal 

dari Laporan Keuangan yang telah diaudir 

(periode 2014 - 2017) dan tahun 2018 (realisasi 

s/d Oktober 2018), didapatkan perbedaaan 

ketercapaian sebagai berikut : 

1. Tahun 2018 (s/d Oktober 2018) Persentase 

ketercapaian tertinggi adalah pada kegiatan 

Penanaman sebesar 174,41% dan terendah 

adalah kegiatan Perlindungan Hutan / 

Kebakaran sebesar 14,74%, terdapat 

perbedaan sebesar 159,67%. 

2. Tahun 2017 Persentase ketercapaian 

tertinggi adalah pada kegiatan Pendidikan 

dan Pelatihan sebesar 95,24% dan terendah 

adalah kegiatan Perlindungan Hutan / 

Kebakaran sebesar 33,00%, terdapat 

perbedaan sebesar 62,24%. 

3. Tahun 2016 Persentase ketercapaian 

tertinggi adalah pada kegiatan Infrastruktur 

sebesar 233,20% dan terendah adalah 

kegiatan Pendidikan dan Pelatihan sebesar 

95,24%, terdapat perbedaan sebesar 

137,96%. 

4. Tahun 2015 Persentase ketercapaian 

tertinggi adalah pada kegiatan Pemeliharaan 

Tanaman / hutan sebesar 109,11% dan 

terendah adalah kegiatan Perlindungan 

Hutan / Kebakaran sebesar 43,46%, 

terdapat perbedaan sebesar 65,65%. 

5. Tahun 2014 Persentase ketercapaian 

tertinggi adalah pada kegiatan Pemeliharaan 

Tanaman / hutan sebesar 140,94% dan 

terendah adalah kegiatan Perencanaan 
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16,61%, terdapat perbedaan sebesar 

124,33%. 

Rata-rata periode 2014 s/d 2018 Persentase 

ketercapaian tertinggi adalah pada kegiatan 

Pengadaan Bibit sebesar 121,38% dan terendah 

adalah kegiatan Perlindungan Hutan / 

Kebakaran 54,51%, terdapat perbedaan 

sebesar 66,87%. (>50%) 

2.6.4.  

Realisasi Pendanaan Yang 

Lancar 

CD SEDANG 

 

Berdasarkan alokasi dana yang cukup 

sebagaimana verifier 2.6.2 dimana tercapai 

103,52% menunjukkan bahwa seluruh 

anggaran yang diajukan dapat direalisasikan 

seluruhnya, namun apabila dilihat dari uraian 

pencapaian masing-masing kegiatan setiap 

tahunnya terlihat bahwa pencapaian anggaran 

sangat berfluktuatif.  Hal ini menunjukkan 

bahwa realisasi pemenuhan kegiatan teknis 

tidak lancar, hal ini dapat dilihat pada kegiatan 

perencanaan, penanaman, pemeliharaan, dan 

pengadaan bibit. 

Berdasarkan wawancara dengan beberapa 

karyawan dan pendamping bahwa kegiatan 

penyiapan lahan, pengadaan bibit dan 

penanaman baru dilakukan secara intensif pada 

2 (dua) tahun terakhir.  Sementara kegaitan 

penjujang seperti : gaji karyawan, 

kesejahteraan karyawan (kesehatan, akomodasi 

dan konsumsi), lingkungan dan sosial dapat 

dipenuhi dengan lancar. 

2.6.5.  

Modal yang Ditanamkan 

(kembali) Ke Hutan 

D SEDANG 

 

Berdasarkan Neraca Tanaman atau Landbank 

per tanggal 13 Desember 2018 didapatkan data 

sebagai berikut : 

1. Luas Areal IUPHHK-HT Berdasarkan Hasil 
Tata Batas : 24.987 Ha 

2. Luas Areal Penggunaan Lain (Selain 

Tanaman Pokok) : 

- Tanaman Kehidupan Permanen :     300 Ha 

- Kawasan Lindung termasuk Sempada 

Sungai :       5.307 Ha 

- Areal Tanaman Unggulan :       2.089 Ha 

- Areal Untuk bangunan dan Infrastuktur 

lainnya :     360 Ha 

- Areal Claim yang masih menunggu 
penyelesaian :       3.388 Ha 

- Areal yang tidak bisa dilakukan 
penanaman :     739 Ha 

3. Luas Areal Efektif Tanam : 12.804 Ha 
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4. Luas Areal yang sudah ditanami s/d 13 
Desember 2018 : 10.309 Ha 

Berdasarkan data diatas didapatkan nilai neraca 
tanaman per tanggal 13 Desember 2018 adalah 
sebesar 10.309 ha : 12.804 ha =  80,51%.  

Hal ini menunjukkan bahwa PT Mahakam 
Persada Sakti mampu merealisasikan kewajiban 
penanaman hingga 80,51% dari total area 

efektif yang seharusnya ditanam. 

2.6.6. 

Realisasi Kegiatan Fisik 

Penanaman / Pembinaan Hutan 

CD SEDANG 

 

Berdasarkan Laporan Pelaksanaan RKTUPHHK-

HTI Tahun 2013, 2014, 2016, 2017, dan 2018 

dan Evaluasi Pelaksanaan RKTUPHHK-HTI PT 

Mahakam Persada Sakti didapatkan realisasi 

fisik kegiatan penanaman / pembinaan hutan  

Realisasi penanaman selama 5 (lima) tahun 

terakhir (periode 2014 s/d 2018) didapatkan 

data sebagai berikut : 

No. Tahun Satuan Rencana Realisasi Persen 

1. 2014 Ha  3.059,85   1.750,85   57,22  

2. 2015 Ha Tidak ada RKTUPHHK-HTI 

3. 2016 Ha  8.573,00   6.215,70   72,50  

4. 2017 Ha  3.664,95   1.598,10   43,60  

5. 2018 Ha  4.650,00   621,50   13,37  

Jumlah Ha  19.947,80   10.186,15   51,06  

Realisasi Penanaman selama jangka penilaian 

audit tahap II (5 tahun terakhir) adalah sebesar 

51,06% (50-70%) 

Kesimpulan Indikator 2.6.   13/21 = 61,90% (SEDANG) 

C. KRITERIA EKOLOGI 

1. Indikator No. 3.1  : Keberadaan, Kemantapan dan Kondisi Kawasan Dilindungi pada Setiap 
Tipe Hutan 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

3.1.1 

Luasan kawasan dilindungi 

D BAIK 

 

- Luas kawasan lindung yang ada dalam areal 

PT MPS telah dirinci dalam (a)  dokumen 

AMDAL tahun 2010 yang telah disetujui dan 

disahkan oleh Komisi Penilai Amdal Provinsi 

Kalimantan Timur No. 660.1/K.112/2010 

tanggal 3 Maret 2010 dan (b) dokumen 

RKUPHHK-HTI PT MPS tahun 2012 periode 

2012-2021 yang sudah disahkan dan 

disetujui oleh Menteri Kehutanan 

berdasarkan No. SK.42/VI-BUHT/2012 



 
 

Halaman 30 dari 64 

 

RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL 

 

 FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

tanggal 2 Juli 2012. 

- Guna keperluan operasinal lapangan terkait 

pengelolaan KL, terdapat SK Direksi PT MPS 

No. 042/DIR/MPS/XII/2016 tanggal 5 Des 

2016 tentang penetapan kawasan lindung 

PT MPS dengan luas 4.138 ha. Setelah 

dicermati dengan Peta RKT selama periode 

audit, semua areal kawasan lindung telah 

sesuai dengan dokumen perencanaan yang 

ada 

3.1.2 

Penataan kawasan dilindungi 

(persentase yang telah ditandai, 

tanda batas dikenali) 

D SEDANG 

 

- Prosentase KL yang sudah di tata batas dan 

ditandai di lapangan sampai dengan blok 

RKT 2018 adalah sepanjang 213,27 km 

(158,92%) dari yang seharusnya sesuai 

dengan perkembangan blok RKT yakni 

sepanjang 134,20 km. 

- Berdasarkan hasil uji petik khususnya di areal 

kawasan lindung sempadan Sungai Tanah 

Hitam, hanya ditemukan plang informasi 

kawasan sempadan sungai dan tanda batas 

berupa patok di pinggir jalan, namun tidak 

ditemukan adanya tanda batas lainnya selain 

yang ada di pinggir jalan tersebut. 

3.1.3 

Kondisi penutupan kawasan 

dilindungi 

D SEDANG 

 

- Berdasarkan hasil perbandingan secara kasat 

mata antara Peta RKU, Peta Revisi RKU dan 

Peta Penafsiran Citra Landsat 7 ETM+ Band 

542 Path/Row 117/59 liputan tanggal 1 

Februari 2018 Skala 1:100.000, dan dengan 

menganut prinsip kehati-hatian, serta dengan 

catatan bahwa hasil interpretasi citra berupa 

tertutup awan diprediksi sesuai dengan 

tutupan lahan yang ada disekitarnya, maka 

dapat diprediksi luas areal KL yang masih 

berhutan (dengan tutupan berupa hutan 

lahan kering sekunder – hlks) kurang dari 

50% dari luas seluruh areal KL, sehingga 

untuk menilai verifier 3.1.3 ini, akan 

digunakan prosentase realisasi dari 

rencana penghutanan kembali areal 

kawasan lindung 

- Pada tahun 2018, terdapat rencana anggaran 

biaya penanaman pengayaan tanaman pakan 

di areal kawasan lindung seluas 5 ha dengan 

angaran biaya sebesar Rp. 62.500.000,- 

dengan rincian untuk bulan Oktober 2018 

rencana penanaman pengayaan seluas 2 ha 

dengan rencana anggaran sebesar 

Rp. 25.000.000; untuk bulan November 2018 

rencana penanaman pengayaan seluas 1 ha 
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dengan rencana anggaran sebesar 

Rp. 12.500.000; dan pada bulan Desember 

2018 rencana penanaman pengayaan seluas 

2 ha dengan biaya sebesar Rp. 25.000.000,-. 

Sampai dengan bulan November 2018, 

terdapat realisasi penanaman pengayaan 

areal kawasan lindung DPSL seluas 2 ha dari 

rencana 3 ha sampai dengan bulan 

November 2018 (66,67%), dengan jarak 

tanam 5 x 5 m, dengan jumlah bibit 

tertanam sebanyak 800 btg, sedang untuk 

bulan Desember 2018 masih berproses. Hasil 

uji petik lapangan, diketahui bahwa masih 

tersisa bibit siap tanam di persemaian 

sebanyak sekitar 1.200 btg dari jenis lokal 

dan jenis buah, yang direncanakan akan 

dilanjutkan ditanam di areal kawasan lindung 

DPSL 

3.1.4 

Pengakuan para pihak terhadap 

kawasan dilindungi 

CD SEDANG 

 

- Terdapat pengakuan akan keberadaan areal 

kawasan lindung dari para pihak, seperti 

(a) pengakuan dari pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah yang diwujudkan dalam 

bentuk-bentuk pengesahan dokumen 

rencana kerja RKU maupun RKT, dan (b) dari 

masyarakat sekitar telah tersedia dokumen 

sosialisasi dari 2 (dua) desa dari seluruh 

5 (lima) desa binaan PT MPS baik desa 

binaan ring satu maupun desa binaan ring 

dua, berupa Laporan kegiatan sosialisasi 

terpadu PT MPS di Desa Beno Harapan 

tanggal 5 Juni 2018 dan di Desa Batu Timbau 

tanggal 6 Juni 2018. 

3.1.5 

Laporan pengelolaan kawasan 

lindung hasil tata ruang 

areal/land scaping sesuai 

RKL/RPL dan/atau tata ruang 

yang ada di dalam RKU 

D BAIK - PT MPS telah membuat laporan 

pengelolaan kawasan lindung yang 

mencakup seluruh jenis kawasan lindung 

yang ada di arealnya, yakni pengelolaan 

KPPN, DPSL/KPSL, dan sempadan sungai 

Kesimpulan Indikator 3.1.   22/27 = 81,48 (BAIK) 

2. Indikator No. 3.2  : Perlindungan dan pengamanan hutan 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

3.2.1 

Ketersediaan prosedur 

D SEDANG - PT MPS telah memiliki SOP terkait 

perlindungan dan pengamanan hutan yang 

mencakup sebagian jenis-jenis gangguan 
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perlindungan yang sesuai 

dengan jenis-jenis gangguan 

yang ada 

yang ada di arealnya, dan khusus untuk SOP 

Pencegahan, Penanganan dan Pengelolaan 

Kebakaran (017-MPS-EHS-SOP), SOP 

tersebut sudah mengacu dan mengadopsi 

Permen LHK No. P.32/MenLHK/Kum.1/3/ 

2016 tentang pengendalian kebakaran hutan 

dan lahan. SOP yang belum ada dan sesuai 

dengan dokumen perencanaan adalah SOP 

terkait penanganan perladangan berpindah 

3.2.2 

Sarana prasarana perlindungan 

gangguan hutan 

D SEDANG - PT MPS telah memiliki sarana prasarana 

perlindungan hutan, yang terdiri dari sarana 

prasarana dalkarhutla dan sarana prasarana 

security, namun sarana prasarana 

perlindungan hutan khususnya sarana 

prasarana dalkarhutla yang dimiliki oleh PT 

MPS belum sepenuhnya sesuai dengan 

peraturan yang berlaku, dalam hal ini 

Permen LHK No. P.32 tahun 2016 tentang 

Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan 

3.2.3 

SDM perlindungan hutan 

D SEDANG - PT MPS telah memiliki personil perlindungan 

dan pengamanan hutan (tim dalkarhutla dan 

tim security) dengan jumah yang cukup, 

namun khusus untuk tim dalkarhutla, 

kompetensi personilnya belum 

sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang 

berlaku. 

- PT MPS telah membentuk regu pendukung 

dan juga MPA (Masyarakat Peduli Api) di 

Desa Beno Harapan. Selain itu, juga terdapat 

BA kegiatan training MPA Desa Beno 

Harapan, Desa Mawai Indah, dan Desa Mugi 

Rahayu yang dilaksanakan tanggal 4 Agustus 

2018 di Balai Desa Beno Harapan (SP-1). 

3.2.4 

Implementasi perlindungan 

gangguan hutan (preemptif/ 

preventif/ represif) 

D BAIK - PT MPS telah melakukan implementasi 

kegiatan perlindungan hutan melalui 

beberapa kegiatan, antara lain: (a) telah 

menyediakan sistem perlindungan hutan 

berupa prosedur-prosedur (SOP) terkait 

perlindungan dan pengamanan hutan, 

(b) telah menyediakan sarana prasarana 

perlindungan hutan, yang terdiri dari sarana 

damkarhut dan sarana security, (c) telah 

menyediakan personil perlindungan 

hutan (personil security serta personil 

Dalkarhutla), (d) terdapat plang tanda/ 

informasi memasuki areal PT MPS, 

(e) terdapat plang informasi/ himbauan/ 

larangan terkait perlindungan hutan 
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(ancaman kebakaran, perlindungan flora dan 

fauna), (f) telah melakukan kegiatan 

patroli secara rutin baik dari tim Dalkarhutla 

maupun dari tim security (terdapat Laporan 

patroli dari tim Dalkarhutla dan tim Security), 

(g) dalam 3 tahun terakhir, telah terjadi 

banyak kali kebakaran lahan baik didalam 

maupun diluar areal konsesi sampai radius 5 

km dengan rincian berikut (aa) selama tahun 

2018, terdapat 18 kejadian kebakaran, 4 

kejadian tidak terpantau hotspot, tetapi 

terpantau lewat menara api dan/atau 

kegiatan patroli yang dilakukan, (bb) selama 

tahun 2017, terdapat 2 kejadian kebakaran 

dan semuanya tidak terpantau hotspot, 

namun terpantau lewat menara api dan/atau 

kegiatan patroli, dan (cc) selama tahun 2016, 

terdapat 24 kejadian kebakaran, 14 kejadian 

tidak terpantau hotspot, tetapi terpantau 

lewat menara api dan/atau kegiatan patroli 

yang dilakukan, dan semua kejadian 

kebakaran ini dapat ditangani dengan baik, 

(h) telah melakukan deteksi dini terhadap 

bahaya kebakaran hutan dengan 

memanfaatkan data hotspot pada website 

dan juga melakukan ground check terhadap 

titik hotspot yang ada, dan telah 

menyampaikan laporan insidentil tiap 

kejadian kebakaran atau kemunculan hotspot 

dan laporan bulanan upaya penanggulangan 

kebakaran hutan ke instansi terkait, seperti 

KPHP Kab. Bengalon Provinsi Kalimantan 

Timur dan instansi terkait  lainnya. Dan 

terhitung mulai bulan Oktober 2018, semua 

laporan terkait hotspot dan kejadian 

kebakaran yakni laporan insidentil 

kebakaran, laporan bulan dan laporan 

tahunan semuanya dilakukan secara online 

ke website KemenLHK SIPONGI, (i) PT MPS 

telah membentuk regu pendukung dan 

regu perbantuan (MPA) di Desa Beno 

Harapan dan juga telah melakukan sosialisasi 

MPA di Desa Mawai Indah dan Desa Mugi 

Rahayu dalam rangka menunjang upaya 

pencegahan dan pengendalian kebakaran 

hutan. Terdapat surat perjanjian kerjasama 

tentang MPA antara PT MPS dan masyarakat 

Desa Beno Harapan, (j) PT MPS telah 

membuat Peta Rawan Kebakaran, 
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(k) telah memiliki sarana pendukung 

lainnya, yakni paling sedikit 3 lokasi embung 

air berupa sungai dan danau, 11 lokasi 

menara air kapasitas 5000 liter, dan 6 lokasi 

menara api. 

Kesimpulan Indikator 3.2.   18/24 = 75,00% (SEDANG) 

3. Indikator No. 3.3. : Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Terhadap Tanah dan Air Akibat 
Pemanfaatan Hutan 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

3.3.1 

Ketersediaan prosedur 

pengelolaan dan pemantauan 

dampak terhadap tanah & air 

D BAIK 

 

PT MPS telah memiliki sejumlah prosedur 

pengelolaan dan pemantauan terhadap 

seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat 

pemanfaatan hutan. 

 

3.3.2 

Sarana pengelolaan dan 

pemantauan dampak terhadap 

tanah dan air 

D SEDANG 

 

PT MPS telah memiliki sarana pengelolaan 

dan pemantauan dampak namun belum 

seluruhnya dimanfaatkan sesuai dengan 

fungsinya, misalnya tempat-tempat sampah 

yang sudah memisahkan berdasarkan jenis 

sampah, namun isi dari tempat sampah 

tersebut masih banyak yang bercampur antara 

sampah organik dan sampah anorganik danatau 

sarana TPA berupa 2 buah lubang dengan 

maksud untuk memisahkan antara sampah 

organik dan sampah anorganik, namun saat 

observasi lapangan, ditemukan di masing-

masing lubang sampah, sampah organik dan 

sampah anorganik masih bercampur satu sama 

lain 

 

3.3.3 

SDM pengelolaan dan 

pemantauan dampak terhadap 

tanah dan air 

D BAIK 

 

- PT MPS telah memiliki personil untuk 

kegiatan pengelolaan dan pemantauan 

dampak, dengan jummlah Ganis PHPL Binhut 

sebanyak 2 (dua) orang sesuai dengan 

jumlah minimal yang dipersyaratkan 

peraturan yang berlaku 

3.3.4 

Rencana dan implementasi 

pengelolaan dampak terhadap 

tanah dan air (teknis sipil dan 

vegetatif) 

D SEDANG 

 

- PT MPS telah memiliki dokumen rencana 

pengelolaan dampak yakni RKL (2010) dan 

RKU (2012) dan sudah diimplementasikan 

sebagian.  

- Yang belum dan/atau masih kurang 

dilakukan antara lain (a) belum membuat 

sedimen trap, (b) belum melakukan pena-

naman tanaman penutup tanah di lokasi-
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lokasi terbuka, (c) belum menebarkan 

humus, (d) belum membuat saluran drai-

nase dengan kontruksi yang permanen, dan 

(e) belum membuat lubang-lubang resapan 

3.3.5 

Rencana dan implementasi 

pemantauan dampak terhadap 

tanah dan air 

D SEDANG - PT MPS telah memiliki dokumen rencana 

pemantauan dampak yakni RPL (2010) dan 

RKU (2012) dan sudah diimplementasikan 

sebagian.  

- Yang belum dan/atau masih kurang 

dilakukan antara lain (a) telah tersedia 

sarana pemantauan debit namun data hasil 

pemantauan dan laporan hasil pemantauan-

nya belum tersedia 

3.3.6 

Dampak terhadap tanah dan air 

D SEDANG - Dalam dokumen Adendum Andal dan RKL-

RPL tahun 2018, telah disajikan hasil 

evaluasi kecenderungan, evaluasi tingkat 

kritis, dan evaluasi penataan terkait (a) hasil 

pemantauan erosi tanah, (b) hasil 

pemantauan sedimen, dan (c) hasil 

pemantauan kualitas air. 

- Berdasarkan hasil evaluasi kecenderungan 

terkait hasil pemantauan erosi di wilayah 

studi dalam dokumen Adendum Amdal tahun 

2018 diketahui bahwa hasil pengukuran dan 

perhitungan laju erosi rata-rata pada Amdal 

tahun 2010 rata-rata berkisar antara 5,46 - 

6,45 ton/ha/tahun, sedangkan hasil 

pengukuran dan perhitungan laju erosi pada 

tahun 2017 berkisar antara 1,39 – 97,02 

ton/ha/tahun. Berdasarkan hasil perhitungan 

tersebut, maka laju erosi di wilayah studi 

mengalami peningkatan sebesar 90,57 

ton/ha/tahun atau meningkat sebesar 

1.404,19%. Perubahan laju erosi tersebut 

jika ditera dengan kriteria baku kerusakan 

tanah dilahan kering oleh erosi air sesuai 

dengan PP No. 150 tahun 2000, maka 

dampak yang terjadi terhadap perubahan 

laju erosi telah mencapai tingkat kritis. 

Peningkatan erosi terbesar terjadi pada lahan 

yang terbuka, misalnya badan jalan, camp 

dan area pembibitan. 

- Berdasarkan hasil evaluasi kecenderungan 

terkait hasil pemantauan sedimen di 

wilayah studi dalam dokumen Adendum 

Amdal tahun 2018 diketahui bahwa hasil 

pengukuran dan perhitungan beban sedimen 

pada Amdal tahun 2010 berkisar antara 2 - 

87 ton/hari, sedangkan hasil pengukuran dan 
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perhitungan beban sedimen pada tahun 

2017 berkisar antara 7,64 – 453,08 ton/hari. 

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, 

maka beban sedimen di wilayah studi 

mengalami peningkatan sebesar 5,64 – 

366,08 ton/hari atau meningkat sebesar 282 

- 420%. Perubahan besaran beban 

sedimen tersebut telah mencapai 

tingkat kritis. 

- Berdasarkan hasil evaluasi kecenderungan 

terkait hasil pemantauan kualitas air di 

wilayah studi yang disajikan dalam dokumen 

Adendum Amdal tahun 2018 diketahui 

bahwa perubahan besaran beberapa 

parameter kualitas air jika ditera dengan 

kriteria baku sumber air kelas II berdasarkan 

Perda Kaltim No. 02 tahun 2011 tentang 

pengelolaan kualitas air dan pengendalian 

pencemaran air, maka dampak yang terjadi 

terhadap penurunan kualitas air sungai 

khususnya untuk parameter TSS, nitrit, 

nitrat, dan phospat, belum mencapai 

tingkat kritis, namun untuk parameter 

amonia telah melewati batas ambang. 

Kesimpulan Indikator 3.3.   28/36 = 77,78% (SEDANG) 

 

4. Indikator No. 3.4  : Identifikasi Species Flora dan Fauna yang Dilindungi dan/atau Langka 

(endangered), Jarang (rare), Terancam Punah (threatened) dan 
Endemik 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

3.4.1 

Ketersediaan prosedur 

identifikasi flora dan fauna yang 

dilindungi dan/atau langka, 

jarang, terancam punah dan 

endemik mengacu pada 

perundangan/ peraturan yang 

berlaku 

D SEDANG PT MPS telah memiliki prosedur identifikasi 

untuk flora dan fauna tetapi SOP ini belum 

mengacu secara jelas terhadap beberapa 

peraturan ataupun konvensi internasional yang 

sudah diratifikasi Indonesia seperti 

(a) KepMenLHK No. P.92 tahun 2018 tentang 

Perubahan KepMenLHK No. P.20 tahun 2018  

tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang 

Dilindungi dan (b) IUCN Redlist 

3.4.2 

Implementasi kegiatan 

identifikasi 

D BAIK - Kegiatan identifikasi flora dan fauna 

dilindungi yang sudah dilakukan oleh PT MPS 

terekam dalam beberapa dokumen, seperti 

(a) dokumen Amdal (2010), dan (b) Laporan 
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NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

kegiatan identifikasi areal bernilai konservasi 

tinggi pada kawasan HTI PT MPS tahun 

2016. 

- Hasil identifikasi flora dan fauna yang 

dilindungi telah dirinci berdasarkan status 

perlindungannya menurut peraturan yang 

berlaku PP 7/1999, tingkat kerawanannya 

menurut IUCN Redlist, dan aturan 

perdagangannya menurut Appendix CITES 

Kesimpulan Indikator 3.4.   10/12 = 83,33% (BAIK) 

5. Indikator No. 3.5 : Pengelolaan Flora untuk: 

a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan 
bagian yang tidak rusak 

b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, 

langka dan terancam punah dan endemik 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

3.5.1 

Ketersedian prosedur pengelo-

laan flora yang dilindungi 

mengacu pada peraturan 

perundangan yang berlaku 

D BAIK 

 

- PT MPS memiliki sejumlah 3 (tiga) buah 

prosedur terkait kegiatan pengelolaan flora 

dilindungi yakni (a) SOP Pengeolaan flora 

dan fauna dilindungi((026-MPS-EHS-SOP) 

(b) SOP Pengelolaan kawasan lindung (023-

MPS-EHS-SOP), dan (c) SOP Pedoman 

penilaian dan pengelolaan KBKT (011-MPS-

EHS-SOP). 

- Prinsip yang dianut dalam pengelolaan 

flora dilindungi adalah pengelolaan berbasis 

kawasan, dalam hal ini berbasis pada 

pengelolaan habitat (in situ), dan didukung 

dengan kegitan sosialisasi berdasarkan 

informasi jenis-jenis flora dilindungi yang 

telah teridentifikasi keberadaanya di dalam 

areal konsesi perusahaan, baik langsung 

maupun tidak langsung 

3.5.2 

Implementasi kegiatan 

pengelolaan flora sesuai dengan 

yang direncanakan 

D SEDANG 

 

- PT MPS baru melakukan sebagian dari 

semua bentuk-bentuk kegiatan pengelolaan 

flora yang ada didalam SOP.  

- Yang belum dan/atau masih kurang 

dilakukan antara lain: (a) sosialisasi kepada 

karyawan dan masyarakat khususnya jenis-

jenis flora dilindungi yang telah 

teridentifikasi keberadaanya di dalam areal 

konsesi perusahaan, baik langsung maupun 

tidak langsung (leaflet/booklet, papan 

informasi/larangan, dan (b) pembuatan peta 
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NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

kegiatan pengelolaan flora 

3.5.3 

Kondisi spesies flora dilindungi 

dan/atau jarang, langka dan 

terancam punah dan endemik 

D SEDANG 

 

- Berdasarkan hasil identifikasi flora dalam 

Laporan kegiatan identifikasi ABKT (2016) 

ditemukan 5 jenis pohon tergolong kritis 

(CR) yakni Tengkawang (Shorea seminis), 

Keruing (Dipterocarpus gracilis), Meranti 

merah (Shorea johorensis), Meranti putih 

(Shorea lamellata), dan Meranti merah 

(Shorea smithiana), 4 jenis pohon 

terancam punah (EN) yakni Agatis 

(Aghatis borneensis), Meranti (Shorea 

gratissima), Meranti tembaga (Shorea 

leprosula), dan Meranti merah (Shorea 

pauciflora), dan 1 jenis rentan terhadap 

kepunahan (VU) yakni Ulin (Eusideroxylon 

zwageri), serta 2 jenis dilindungi 

berdasarkan PP No. 7 tahun 1999 yakni 

Tengkawang (Shorea seminis) dan 

Tengkawang (Shorea pinanga) (sudah 

disajikan dalam pembahasan verifier 3.4.2 

sebelumnya),  

- Selanjutnya disebutkan bahwa ancaman 

utama terhadap flora ini antara lain adalah 

(a) pembukaan/konversi areal NKT-1 menjadi 

penggunaan lainnya (HTI, ladang, kebun, 

dll), (b) kebakaran lahan pada areal NKT 1, 

(c) penebangan liar pohon pada areal NKT 1, 

dan (d) sistem silvikultur THPB yang juga 

akan diterapkan pada areal produksi yang 

masih memiliki tutupan vegetasi berupa LOA 

(Log Over Area – Hutan bekas tebangan). 

Sebagian dari jenis-jenis pohon dilindungi 

ini merupakan jenis-jenis yang tergolong 

jenis komersial yang sampai saat ini 

banyak dicari, dan yang ditebang atau yang 

akan ditebang pada sistem silvikultur THPB. 

- Kesimpulan auditor, adalah terdapat 

gangguan terhadap kondisi sebagian 

species flora dilindungi dan/atau jarang, 

langka dan terancam punah dan endemik 

yang terdapat di areal pemegang izin, tetapi 

terdapat upaya-upaya penanggulangan 

gangguan yang dilakukan oleh pemegang 

izin. 

Kesimpulan Indikator 3.5.   14/18 = 77,78% (SEDANG) 

 

 



 
 

Halaman 39 dari 64 

 

RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL 

 

 FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019 

6. Indikator No. 3.6  : Pengelolaan Fauna untuk: 
a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan 

bagian yang tidak rusak 

b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, 
langka dan terancam punah dan endemik 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

3.6.1 

Ketersedian prosedur 

pengelolaan fauna yang 

dilindungi mengacu pada 

peraturan perundangan yang 

berlaku, dan tercakup kegiatan 

perencanaan, pelaksana, 

kegiatan, dan pemantauan) 

D BAIK 

 

- PT. MPS memiliki sejumlah 5 (lima) buah 

prosedur terkait kegiatan pengelolaan fauna 

dilindungi yakni (a) SOP Pengeolaan flora 

dan fauna dilindungi((026-MPS-EHS-SOP), 

(b) SOP Pengelolaan kawasan lindung (023-

MPS-EHS-SOP), (c) SOP Pedoman penilaian 

dan pengelolaan KBKT (011-MPS-EHS-SOP), 

(d) SOP Penanganan satwa liar (012-MPS-

EHS-SOP), dan (e) SOP Panduan 

penyelamatan dan penanganan orangutan di 

kawasan HTI (020-MPS-EHS-SOP). 

- Prinsip yang dianut dalam pengelolaan 

fauna dilindungi adalah pengelolaan berbasis 

kawasan, dalam hal ini berbasis pada 

pengelolaan habitat (in situ), dan didukung 

dengan kegitan sosialisasi berdasarkan 

informasi jenis-jenis fauna dilindungi yang 

telah teridentifikasi keberadaanya di dalam 

areal konsesi perusahaan, baik langsung 

maupun tidak langsung 

3.6.2 

Realisasi pelaksanaan kegiatan 

pengelolaan fauna sesuai 

dengan yang direncanakan 

D SEDANG 

 

- PT. MPS baru melakukan sebagian dari 

semua bentuk-bentuk kegiatan pengelolaan 

fauna yang ada didalam SOP. 

- Yang belum dan/atau masih kurang 

dilakukan antara lain: (a) sosialisasi kepada 

karyawan dan masyarakat khususnya jenis-

jenis fauna dilindungi yang telah 

teridentifikasi keberadaanya di dalam areal 

konsesi perusahaan, baik langsung maupun 

tidak langsung (leaflet/booklet, papan 

informasi/larangan, dan (b) pembuatan peta 

kegiatan pengelolaan fauna 

3.6.3 

Kondisi species fauna dilindungi 

dan/atau jarang, langka dan 

terancam punah dan endemik 

D SEDANG 

 

- Berdasarkan hasil identifikasi fauna dalam 

Laporan kegiatan identifikasi ABKT (2016) 

ditemukan satu jenis satwa liar kritis (CR) 

yakni Trenggiling, 3 jenis terancam punah 

(EN) yakni Bekantan (Nasalis larvatus), Owa 

Kalawat, Orangutan, dan burung Caladi Batu, 

dan 5 jenis rentan kepunahan (VU) yakni 

Kera Beruk, Rusa Sambar, Babi Berjenggot, 

Beruang madu, dan burung Kuntul kerbau, 

dan 10 jenis termasuk kedalam daftar 

CITES antara lain mencakup satwa iar kritis, 
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NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

terancam punah dan rentan kepunahan, 

(sudah disajikan dalam pembahasan verifier 

3.4.2 sebelumnya), 

 

- Selanjutnya disebutkan bahwa ancaman 

utama terhadap satwa-satwa ini antara lain 

adalah (a) perburuan satwa liar dan 

(b) sistem silvikultur THPB yang juga akan 

diterapkan pada areal produksi yang masih 

memiliki tutupan vegetasi berupa LOA (Log 

Over Area – Hutan bekas tebangan). 

- Terkait dengan Orangutan dan Owa 

Kalawat, berdasarkan pustaka yang ada, 

jenis ini merupakan jenis satwa liar arboreal 

murni yang akan terikat pada habitatnya 

yakni puncak pohon. Orang utan ataupun 

Owa Kalawat dalam kehidupannya sangat 

bergantung pada kesinambungan tajuk 

pohon-pohon besar dengan jarak antar 

pohon tidak lebih dari 10 m. Oleh karenanya, 

kedua jenis satwa ini sangat rentan 

terhadap kegiatan penebangan kayu. 

Rusak atau terganggunya struktur dan 

komposisi habitat akan sangat berpengaruh 

pada satwa ini. 

- Berdasarkan hasil dari kegiatan konsultasi 

publik diperoleh informasi dari bapak Samuel 

(LPM Desa Batu Timbau) bahwa sampai saat 

ini Orangutan masih sering masuk ke 

kebun asyarakat untuk mencari makanan. 

- Berdasarkan hal-hal yang telah dibahas 

diatas, maka kesimpulan auditor adalah 

terdapat gangguan terhadap kondisi 

sebagian species fauna dilindungi dan/atau 

jarang, langka dan terancam punah dan 

endemik yang terdapat di areal pemegang 

izin, tetapi terdapat upaya-upaya 

penanggulangan gangguan yang dilakukan 

oleh pemegang izin. 

Kesimpulan Indikator 3.6.   14/18 = 77,78% (SEDANG) 

 

 

 



 
 

Halaman 41 dari 64 

 

RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL 

 

 FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019 

D. KRITERIA SOSIAL 

1. Indikator No. 4.1  : Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/pemegang izin 
dengan kawasan masyarakat hukum adat dan atau masyarakat 
setempat.  

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

4.1.1. 

Ketersediaan dokumen/laporan 

mengenai pola penguasaan dan 

pemanfaatan SDA/SDH 

setempat, identifikasi hak-hak 

dasar masyarakat hukum adat 

dan/atau masyarakat setempat, 

dan rencana pemanfaatan SDH 

oleh pemegang izin. 

    

D BAIK 

  

PT MPS telah memiliki dokumen lengkap terkait 
pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH 

setempat dan identifikasi hak-hak dasar 
masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat 
setempat, yang dituangkan dalam dokumen 

Laporan Sosial Mapping PT MPS tahun 2015 
dan Studi Pemetaan Sosial (Social Mapping) 
pada Wilayah Hutan Tanaman Industri PT 

Mahakam Persada Sakti Kabupaten Kutai Timur 
Tahun 2018.  Sedangkan rencana pemanfaatan 
SDH oleh pemegang izin dituangkan dalam 

dokumen  RKUPHHK-HA Periode 2015-2021, 
RKTUPHHK tahun 2014-2018 dan laporan 
Community Development tahun 2015 – 2018 
dan Project Plan Community Development 

tahun 2015 – 2018. 

4.1.2. 

Tersedia mekanisme 

pembuatan batas / rekon-

struksi batas kawasan secara 

partisipatif dan penyelesaian 

konflik batas kawasan 

D BAIK 

  

Di dalam dokumen SOP Batas Partisipatif sudah 
memberikan informasi pelaksaan kegiatan 
penataan areal kerja/batas areal dengan 

masyarakat secara detail, Deliniasi Batas 
Kawasan Konsesi dengan Kawasan Masyarakat 
dan SOP Mekanisme Penyelesaian Konflik. 

4.1.3. 

Tersedia mekanisme pengakuan 

hak-hak dasar masyarakat 

hukum adat dan masyarakat 

setempat dalam perencanaan 

pemanfaatan SDH 

D BAIK 

  

PT MPS telah memiliki mekanisme yang lengkap 
terkait pengakuan hak-hak dasar masyarakat 
hukum adat dan masyarakat setempat dalam 

perencanaan pemanfataan SDH yang legal, 
lengkap dan jelas seperti : SOP Hutan Tanaman 
Rakyat Pola Kemitraaan (HTR-PK), SOP 

Partisipasi masyarakat dengan Pola Kemitraan 
(HTR), SOP Hasil Hutan Bukan Kayu, SOP 
Prosedur Kelola Sosial dan SOP Kemitraan 

Tanaman Kehidupan. 

4.1.4. 

Terdapat batas yang 

memisahkan secara tegas 

antara kawasan/areal kerja unit 

manajemen dengan kawasan 

kehidupan masyarakat. 

D BAIK 

  

Dari hasil telahaan dokumen, observasi 

lapangan dan wawancara dengan unit 
manajemen serta wawancara dengan para 
pihak desa, bahwa di dalam areal terdapat 

berbagai penggunaan lahan yang ditanami 
dengan tanaman perkebunan seperti sawit dan 
karet. Terdapat patok batas Beno Harapan 

dengan Desa Batu Timbau, patok batas Desa 
Batu Timbau dengan Desa Mugi Rahayu serta 
patok batas fungsi kawasan berupa Areal 

Penggunaan Lain (APL) yang berada di dalam 
areal PT MPS. 
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NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

4.1.5. 

Terdapat persetujuan para 

pihak atas luas dan batas areal 

kerja IUPHHK/KPH 

 

D BAIK 

  

Di dalam dokumen kegiatan operasionalnya  PT 
MPS telah mendapat persetujuan dan dukungan 

dari para pihak (dalam hal ini pemerintah 
pusat/daerah dan masyarakat sekitar areal)  
yang dibuktikan dengan masih berlangsungnya 

kegiatan operasional perusahaan dan terdapat 
surat dukungan legal formal dari kecamatan 
yang dihadiri oleh para tokoh masyarakat desa 

yang berada di dalam areal seperti Desa Beno 
Harapan, Batu Timbau dan Desa Mugi Rahayu. 

 

Kesimpulan Indikator 4.1.   30/30 = 100,00% (BAIK) 

2. Indikator No. 4.2  : Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan 

peraturan perundangan yang berlaku.  

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

4.2.1. 

Ketersedian dokumen yang 

menyangkut tanggung jawab 

sosial pemegang izin sesuai  

dengan peraturan perun-

dangan yang relevan/berlaku. 

D BAIK 

  

PT MPS telah memiliki dokumen lengkap yang 
menyangkut tanggung jawab sosial Pemegang 
izin sesuai dengan peraturan perundangan yang 

relevan/berlaku. Dokumen tersebut diantaranya 
tertuang pada dokumen RKU, RKT 2014, 2016, 
2017, 2018 dan Laporan Tahunan SSLL PT MPS 

Tahun 2014 Laporan Community Development 
tahun 2015, 2016, 2017,2018 serta Rekapitulasi 
Pelaksanaan Pembinaan Sosial Tahun 2014, 

Project Plan Community Development Tahun 
2015, 2016, 2017, 2018. 

 

4.2.2. 

Ketersediaan  mekanisme 

pemenuhan kewajiban sosial 

pemegang izin terhadap 

masyarakat 

D BAIK 

  

PT MPS telah memiliki mekanisme pemenuhan 
kewajiban sosial terhadap masyarakat dengan 

lengkap diantaranya SOP Prosedur Kelola 
Sosial, SOP Pengakuan Hak-Hak Dasar 
Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat 

Setempat, SOP Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan 
Kayu, SOP Program Sosial Infrastruktur dan 
SOP Partisipasi Masyarakat Dengan Pola 

Kemitraan. 

4.2.3. 

Kegiatan sosialisasi kepada 

masyarakat mengenai hak dan 

kewajiban pemegang izin 

terhadap masyarakat dalam 

mengelola SDH. 

D SEDANG 

  

PT MPS telah melakukan kegiatan sosialisasi 

kepada 3 Desa terkait RKT, visi misi, kegiatan 
PHBM dan  kawasan yang dilindungi. 
Berdasarkan pernyataan responden masyarakat 

3 desa bahwa kegiatan sosialisasi belum 
dipahami dengan baik dan belum melibatkan 
semua perwakilan masyarakat desa. 
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NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

4.2.4. 

Realisasi pemenuhan tanggung 

jawab sosial terhadap 

masyarakat /implementasi hak-

hak dasar masyarakat hukum 

adat dan masyarakat setempat 

dalam pengelolaan SDH 

D SEDANG 

  

Tanggung jawab sosial yang dilakukan PT MPS 
meliputi bantuan koperasi, pembinaan 

keagamaan, pembinaan karang taruna, 
pelayanan kesehatan, infrastruktur dan 
pengembangan usaha dan lainnya. Tahun 2014 

rencana Rp 57.500.000,-  dan realisasi Rp 
47.450.000,- (83 %), tahun 2015 rencana Rp 
155.540.000,- dan realisasi Rp 94.000.000,- (60 

%), tahun 2016 rencana   135.000.000,- dan 
realisasi Rp 145.537.500,- (108 %)  tahun 2017 
rencana  376.500.000,- dan realisasi Rp 
218.956.983,- (58 %) dan tahun 2018 rencana 

Rp 376.500.000,-  dan realisasi Rp 33.034.000,- 
(9 %). Rata-rata realisasi biaya kegiatan 
community development per tahun sebesar  64 

%. 

PT MPS telah memiliki sebagian bukti yang  
terkait realisasi pemenuhan tanggung jawab 

sosial terhadap seluruh masyarakat binaan yang 
meliputi realisasi kegiatan community 
development berupa bantuan koperasi, 

pembinaan keagamaan, pembinaan karang 
taruna, pelayanan kesehatan, infrastruktur dan 
pengembangan usaha dan lainnya, dimana 

realisasi community development  64 %. 

4.2.5. 

Ketersediaan laporan/dokumen 

terkait pelaksanaan tanggung 

jawab sosial pemegang izin 

termasuk ganti rugi. 

D BAIK 

  

PT MPS telah memiliki laporan/dokumen yang  

terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial 
pemegang izin termasuk ganti rugi yang 
dituangkan diantaranya pada dokumen laporan 

Community Development, laporan project plan 
dan berita acara penggantian pemberian tali 
asih, dan saat ini tidak ada klaim ganti rugi atas 

aktivitas operasional PT MPS, sebagai bentuk 
penyelesaian ganti rugi berupa mengikut-
sertakan pada program PHBM. 

Kesimpulan Indikator 4.2.   26/30 = 86,67% (BAIK) 

3. Indikator No. 4.3  : Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang 
adil antar para pihak.  

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

4.3.1. 

Ketersediaan data dan informasi 

masyarakat hukum adat 

dan/atau masyarakat setempat 

yang terlibat, tergantung, 

terpengaruh oleh aktivitas 

pengelolaan SDH 

D BAIK 

  

PT MPS telah memiliki data dan informasi yang 
lengkap & jelas tentang masyarakat hukum 

adat dan/ atau masyarakat setempat yang 
terlibat, tergantung, terpengaruh oleh 
aktivitaspengelolaan SDH, diantaranya data 

kontraktor lokal yang bekerja pad kegiatan land 
cleaing, kontraktor tanam, kaaryawan yang 
bekerja pada nursery dan penyedia kendaraan 
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NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

 sebagai sarana trasnportasi dan unit damkarhut 
serta masyarakat yang terlibat dalam kegiatan 

Pengelolaan Hutan bersama Masyarakat 
(PHBM). 

4.3.2. 

Ketersediaan mekanisme 

peningkatan peran serta dan 

aktivitas ekonomi masyarakat 

hukum adat dan/atau 

masyarakat setempat 

D BAIK 

  

PT MPS telah memiliki mekanisme yang legal, 
lengkap dan jelas mengenai peningkatan peran 
serta dan aktivitas ekonomi masyarakat, yang 

dituangkan pada SOP Pembangunan Tanaman 
Kehidupan Bersama Masyarakat (PTKBM), SOP 
Prosedur Kelola Sosial, SOP Partisipasi 

Masyarakat Dengan Pola Kemitraan. 

4.3.3. 

Keberadaan dokumen rencana 

pemegang izin mengenai 

kegiatan peningkatan peran 

serta dan aktivitas ekonomi 

masyarakat 

 

D SEDANG 

  

PT MPS telah memiliki dokumen yang lengkap 

terkait dengan rencana pemegang ijin yang 
dituangkan didalam dokumen Project Plan 
Community Development Tahun 2015, 2016, 

2017 dan 2018 yang terkait dengan 
peningkatan perkenomian masyarakat, 
kelembagaan dan lainnya. Tetapi belum 

membuat rencana partisipatif dengan 
mengakomodir rencana desa setempat yang 
disesuaikan dengan kemampuan perusahaan 

dan kebutuhan masyarakat. 

4.3.4. 

Implementasi kegiatan 

peningkatan peran serta dan 

aktivitas ekonomi masyarakat 

hukum adat dan atau 

masyarakat setempat oleh 

pemegang izin yang tepat 

sasaran 

D BAIK 

  

Berdasar tabel diatas realisasi peningkatan 

pendapatan dan tumbuhnya ekonomi 
masyarakat sekitar PT MPS dari tahun 2014 
rencana Rp 422.202.680,- / realisasi Rp 

412.152.680,- (98%), tahun 2015 rencana       
Rp 3.008.393.960,- / realisasi Rp        
3.258.074.392,- (108%), tahun 2016 rencana 

Rp 2.729.995.680,- /realisasi Rp   
2.959.059.132,- (108%), tahun 2017 rencana 
Rp 8.803.749.360,-/ realisasi Rp        

8.882.760.711,- (101%) dan tahun 2018 
rencana Rp 13.555.856.520,-/realisasi Rp 
13.565.983.012 (100%). Peningkatan 

pendapatan masyarakat atas keberadaan PT 
MPS selama 5 tahun terakhir sebesar 103%. 
Peningkatan pendapatan ini berasal dari sewa 

kendaraan light vehicle, sewa truk 
DAMKARHUT, sewa truk pengangkutan 
karyawan, kontrak pekerjaan land clearing, 
kontrak penanaman, kontrak pembangunan 

persemaian dan bangunan camp dan gaji 
karyawan. Realisasi peningkatan pendapatan 
dan tumbuhnya ekonomi masyarakat sekitar PT 

MPS dari tahun 2014 – 2018 sebesar 103 %, 
peningkatan pendapatan ini berasal dari sewa 
kendaraan light vehicle, sewa truk 

DAMKARHUT, sewa truk pengangkutan 
karyawan, kontrak pekerjaan land clearing, 
kontrak penanaman, kontrak pembangunan 

persemaian dan bangunan camp dan gaji 
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karyawan. 

4.3.5. 

Keberadaan dokumen/laporan 

mengenai pelaksanaan 

distribusi manfaat kepada para 

pihak 

 

D BAIK 

  

Distribusi manfaat kepada para pihak 
diantaranya adalah :  

1. Distribusi manfaat terhadap karyawan dalam 
bentuk pembayaran gaji dan tunjangan-
tunjangan dan uang makan tahun 2014 – 

2018 sebesar Rp 30.951.545.000,--  

2. Distribusi manfaat kepada masyarakat dalam 
bentuk pembayaran honor dan bantuan 

perusahaan tahun 2014 – 2018 sebesar Rp 
797.955.283,- 

3. Distribusi manfaat kepada negara dalam 
bentuk pembayaran kewajiban kepada 

negara dan pemenuhan peraturan 
ketenagakerjaan seperti pembayaran PBB, 
Pajak PPh Pasal 21, BPJS Ketenagakerjaan 

dan BPJS Kesehatan Rp 23.146.056.000,- 

PT MPS telah memiliki dokumen/laporan 
mengenai pelaksanaan distribusi manfaat 

kepada para pihak yang lengkap dan 
terdokumentasi dengan baik, diantaranya 
tertuang pada dokumen Laporan Community 

Development, Laporan Pembayaran BPJS, 
Laporan Pembayaran Gaji Karyawan dan 
Pembayaran Kewajiban terhadap Negara. 

Kesimpulan Indikator 4.3.   28/30= 93,33% (BAIK) 

4. Indikator No. 4.4  : Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal.  

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

4.4.1. 

Tersedianya mekanisme 

resolusi konflik 

 

D SEDANG 

  

PT MPS menyusun mekanisme resolusi konflik 
yang dituangkan di dalam dokumen SOP 

Prosedur Pemetaan Konflik Sosial, namun 
belum menyusun mekanisme resolusi konflik 
yang mengacu pada Perdirjen PHPL No. 
P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 tentang 

Pedoman Pemetaan Potensi  dan Resolusi 
Konflik pada Pemegang Izin UPHHK dalam 
Hutan Produksi. 

4.4.2. 

Tersedia peta konflik 

 

D SEDANG 

  

Di dalam areal PT MPS terdapat potensi konflik 

lahan oleh masyarakat sekitar yang sudah 
terlebih dahulu menggarap lahan khususnya 
perkebunan karet dan tanaman keras lainnya. 

PT MPS memiliki peta monev konflik tahun 
tahun 2015, 2016, 2017 dan 2018, tetapi  
penyusunan pemetaan konflik yang ada belum 
mengacu pada Perdirjen PHPL No. P.5/PHPL/ 

UHP/PHPL.1/2/2016 tentang Pedoman 
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Pemetaan Potensi  dan Resolusi Konflik pada 
Pemegang Izin UPHHK dalam Hutan Produksi. 

4.4.3. 

Adanya kelembagaan resolusi 

konflik yang didukung oleh para 

pihak. 

D SEDANG 

  

 

PT MPS memiliki organisasi yang terkait dengan 
kelembagaan resolusi konflik dan SOP 

Penyelesaian Konflik Sosial. Dari hasil verifikasi 
dokumen tidak ditemukan Surat Keputusan 
Direksi tentang pengangkatan dan job 

description yang menerangkan tugas dan 
tanggung jawab yang terkait dengan 
kelembagaan resolusi konflik, sejauh ini 

pendanaan untuk penyelesaian konflik selalu 
dipenuhi sesuai kebutuhan dan penyelesaian 
konflik diupayakan konflik tersebut sampai 

selesai/tuntas 

4.4.4. 

Ketersediaan dokumen proses 

penyelesaian konflik yang 

pernah terjadi 

D SEDANG 

  

PT MPS telah memiliki dokumen pemetaan 

konflik yang belum lengkap, tidak terdapat 
bagan alur kejadian (kronologis), waktu 
kejadian, penyelesaian dan dokumentasi 

Kesimpulan Indikator 4.4.   16/24 = 66,67% (SEDANG) 

5. Indikator No. 4.5  : Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga 

kerja.  

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

4.5.1. 

Adanya hubungan industrial. 

D BAIK 

  

PT MPS telah merealisasikan semua Peraturan 
Perusahaan (PP) tahun 2017 – 2019 yang 
berlaku dan sesuai dengan Surat Keputusan 

Direksi PT MPS No. 046/DIR/MPS/XII/2016 
tanggal 7 Desember 2016 yang menyatakan 
bahwa PT MPS memberikan kebebasan kepada 

karyawan untuk membentuk dan atau 
mendirikan serta menjadi anggota Serikat 
Pekerja Perusahaan sebagai sarana dan 

terciptanya Hubungan industrial yang harmonis 
antara Pengusaha dan Pekerja dalam 
melaksanakan masing-masing hak dan 

kewajiban sebagaimana yang telah 
diamanatkan Undang-undang Ketenagakerjaan 
yang berlaku. 

4.5.2. 

Adanya rencana dan realisasi 

pengembangan kompetensi 

tenaga kerja. 

 

D SEDANG 

  

PT MPS telah merealisasikan pengembangan 

kompetensi karyawannya melalui pelatihan in 

house dan ex house training pada tahun 2014 – 

2018. PT ARM merencanakan pelatihan tahun 

2014 (rencana 1/realisasi 1 orang) hal ini 

dilakukan pada saat mulai beroperasinya 

kegiatan di lapangan, tahun 2015 (rencana 

90/realisasi 102 orang), tahun 2016 rencana 
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118/realisasi 123 orang), tahun 2017 (rencana 

92/realisasi 82 orang), tahun 2018 (rencana 

71/realisasi 80 orang).  Prosentase pelaksanaan 

pengembangan kompentasi tahun 2014 (100 

%), tahun 2015 (113 %), tahun 2016 (104 %), 

tahun 2017 (85 %) dan tahun 2018 (113 %). 

Realisasi pengembangan kompetensi 5 tahun 

terakhir sebesar 103 %. 

Dalam pemenuhan Ganis PHPL PT MPS memiliki 

8 orang GANISPHPL (terdiri dari Kurpet = 1, 

Canhut = 1, Nenhut = 2, Binhut = 2 dan PKB-R 

= 2  dan  belum memenuhi ketentuan Perdirjen 

PHPL No. P.16 tahun 2015.   

Masih terdapat kekurangan tenaga teknis 

sebanyak sebanyak 1 orang Ganis PHPL yaitu 

Perencanaan Hutan (CANHUT). 

4.5.3. 

Dokumen standar jenjang karir 

dan implementasinya 

 

D BAIK 

  

PT MPS memiliki dokumen standar jenjang karir 

berupa SOP Prosedur Promosi dan Form 
Penilaian Kinerja Karyawan dan telah 
diimplementasikan seluruhnya. 

4.5.4. 

Adanya dokumen tunjangan 

kesejahteraan karyawan dan 

implementasinya. 

 

D BAIK 

  

PT MPS telah memiliki dokumen tunjangan 

kesejahteraan karyawan yang dituangkan pada 
Peraturan Perusahaan Periode Tahun 2017-
2019 dan dimplementasikan kepada seluruh 

karyawan. 

Kesimpulan Indikator 4.5.   22/24 = 91,67% (BAIK) 

E. VLK HUTAN 

PRINSIP 1  :  Kepastian areal IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHK-RE, dan 
Hak Pengelolaan 

Indikator 1.1.1. :  Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan 
Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan 

yang dikelola IUPHHK  

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1.1.1.a. 

Dokumen legal terkait perizinan usaha 

(SKIUPHHK) 

M - Tersedia SK IUPHHK-HA dari Menteri Kehutanan 

Nomor : SK.619/Menhut-II/2010 tanggal 04 

November 2010 tentang Pemberian Izin Usaha 

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan 

Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) kepada PT. 

Mahakam Persada Sakti atas Areal Hutan Seluas ± 
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25.410 (Dua Puluh Lima Ribu Empat Ratus Sepuluh) 

Hektar di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi 

Kalimantan Timur. SK ditandatangani oleh Menteri 

Kehutanan Zulkifli HAsan yang dicap Kementerian 

Kehutanan tanggal 04 November 2010; 

- Terdapat Peta Lampiran SK IUPHHK-HA berupa Peta 

Areal Kerja Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan 

Kayu dalam Hutan Tanaman PT Mahakam Persada 

Sakti di Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan 

Timur Luas ± 25.410 HA Skala 1 : 100.000, yang 

diterbitkan tanggal 04 November 2010 dan 

ditandatangani oleh Menteri Kehutanan Zulkifli 

Hasan dan distempel Kementerian Kehutanan. 

- Selain itu terdapat dokumen legal yang berkaitan 

dengan administrasi pendirian PT Mahakam Persada 

Sakti sebagai berikut :  

a. Akta pendirian akte Nomor : 99 tanggal 31 Mei 

2006 dengan notaris Linda Herawati, SH ; 

b. Akta perubahan terakhir Nomor 43 tanggal 8 

Desember 2016 dengan notaris Linda Herawati, 

SH; 

c. SIUP Kecil Nomor : 503/00572/17-01/PK/BPPTSP-

C/III/2014 ; 

d. TDP Nomor : 17.01.1.47.03463 ; 

e. NPWP Nomor : 02.504.997.4.772.000. 

Berdasarkan Penafsiran Citra Satelit (Citra Landsat 7 

ETM + Band 542 Path/Row 117/59) Liputan tanggal 1 

Pebruari 2018 Skala 1 : 100.000, maka diketahui 

bahwa kawasan hutan yang dikelola oleh PT Mahakam 

Persada Sakti seluas ± 25.410 HA terdiri dari : 

1. Hutan Produksi (HP) seluas ± 24.998 HA; 

2. Areal Penggunaan Lain (APL) seluas ± 412 HA 

adalah wilayah pemukiman transmigrasi dari 2 (dua) 

desa yaitu : Desa Beno HArapan (SP 1) dan Desa 

Mugi RaHAyu (SP 2). 

1.1.1.b.  

Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin 

Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu 

(IIUPHHK). 

M - Terdapat Dokumen Surat Perintah Pembayaran 

Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu 

Pada Hutan Tanaman (SPP IIUPHHK-HA) Atas Areal 

seluas ± 25.410 HA di Provinsi Kalimantan Timur 

Nomor: S.1187/VI-BIKPHH/2010 tanggal 8 

Desember 2010 dengan besaran IIUPPHK-HA yaitu 

± 25.410 hektar X Rp.2.600 = Rp. 66.066.000,00 

dan ketentuannya disetor ke Rekening Bank Mandiri 

Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan atas nama 

Bendaharawan Penerima Setoran IIUPH 

No.1020004203870 
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- Terdapat Bukti Setor IUPHH sesuai dengan SPP 

IIUPHHK-HA atas nama PT. MPS kepada 

Bendaharawan Penerima Setoran IUPHH sejumlah 

Rp. 66.066.000 via Bank ICB Bumi Putera dan 

nomor rekening  : 1020004203870. 

1.1.1.c 

Penggunaan kawasan yang sah di luar 

kegiatan IUPHHK (jika ada) 

N/A Sesuai dengan penjelasan dari MR bahwa selama 1 

(satu) tahun terakhir tidak terdapat penggunaan 

kawasan hutan di areal kerja IUPHHK-HA PT Mahakam 

Persada Sakti berdasarkan izin yang sah di luar 

kegiatan IUPHHK 

PRINSIP 2  :  Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah 

Indikator 2.1.1. :  RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKTUPHHK-HTI / Bagan 
Kerja / RTT) disahkan oleh yang berwenang 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

2.1.1.a.  

Dokumen RKUPHHK/ RPKH, RKT/Bagan 

Kerja/RTT beserta lampirannya yang 

telah disahkan oleh pejabat yang 

berwenang, meliputi : 

a) Dokumen RKUPHHK/RPKH & 

lampirannya yang disusun 

berdasarkan IHMB/risalah hutan 

dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL 

Timber Cruising dan/atau Canhut. 

b) Dokumen RKT/RTT yang disusun 

berdasarkan RKU/RPKH dan 

disahkan oleh pejabat yang 

berwenang atau yang disahkan 

secara self approval. 

c) Peta rencana penataan areal kerja 

yang dibuat oleh Ganis PHPL 

Canhut. 

M - Terdapat Dokumen RKUPHHK-HTI PT. Mahakam 

Persada Sakti yang telah disetujui dan disahkan 

berdasarkan SK Persetujuan RKUPHHK-HTI PT 

Mahakam Persada Sakti Nomor SK.42/VI-BUHA/2012 

tanggal 2 Juli 2012 tentang Persetujuan Rencana 

Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan 

Tanaman Industri untuk Jangka Waktu 10 (Sepuluh) 

Tahun Periode Tahun 2012 – 2021 Atas nama PT 

Mahakam Persada Sakti di Provinsi Kalimantan 

Timur. 

- SK ditandatangani oleh Ir. Herry Prijono MM, NIP 

19560425 198203 1 010 selaku Direktur Bina Usaha 

Hutan Tanaman atas nama Menteri Kehutanan 

tanggal 2 Juli 2012 dan disalin sesuai dengan aslinya 

oleh Kelapa Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik 

Imam Setiohargo, SH,MH / NIP 19630125 199203 1 

003 dan terdapat Stempel Kementerian Kehutanan. 

- Terdapat Peta Lampiran RKUPHHK-HTI PT. 

Mahakam Persada Sakti skala 1 : 50.000 yang 

disetujui serta ditandatangani oleh Ir. Herry Prijono, 

MM dan distempel. 

- Selama periode audit Sertifikasi Awal terdapat 

dokumen RKTUPHHK-HTI An. PT Mahakam Persada 

Sakti Tahun 2018, yang telah mendapat persetujuan 

dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan 

Timur (Ir. H. Wahyu Widhi Heranata, MP / 

NIP.19610224 198901 1 020) sesuai dengan SK 

Nomor : 27/Kpts/DK-II/2018 tanggal 11 Januari 

2018 dan berlaku sampai dengan 31 Desember 2018 
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dan dilampiri Peta RKTUPHHK-HTI Tahun 2018 skala 

1 : 50.000. 

- PT Mahakam Persada Sakti memiliki tenaga teknis 

(Ganis) PHPL Canhut atas nama Basuki Aprijanto, 

S.Hut dengan Register No. 01605-

11/CANHUT/XX/2014 berdasarkan SK Dirjen PHPL 

No.  SK.746/BPHP.XI-3/2017 tanggal 23 Oktober 

2017 dan berlaku s/d tanggal 22 Oktober 2020. 

Terdapat SK Direktur PT Mahakam Persada Sakti No. 

SK.02/MPS/Dir/2018 tanggal 18 Januari 2018 

tentang Pengangkatan Petugas Pelaksana Timber 

Cruising (TC) pada IUPHHK-HA PT Mahakam 

Persada Sakti Kabupaten Kutai Timur. 

2.1.1.b.  

Peta areal yang tidak boleh ditebang 

pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti 

implementasinya di lapangan 

 

M - Pada periode audit dapat diverifikasi bahwa PT 

Mahakam Persada Sakti memiliki Peta RKTUPHHK-

HTI Tahun 2018 yang memuat areal yang tidak 

boleh ditebang (kawasan lindung). Areal tersebut 

tergambar dengan jelas pada peta, namun kawasan 

lindung tersebut tidak terinci seperti pada dokumen 

RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2012 – 2021 dan areal 

yang tidak boleh ditebang yaitu berupa : 

a. Sempadan Sungai 

b. Kawasan Lindung/ Buffer Zone 

- Hasil pemeriksaan lapangan diperoleh bukti adanya 

penandaan baik berupa plang, cat dan rintisan di 

areal-areal yang tidak boleh ditebang antara lain : 

a. Pada Areal Sempadan Sei. Beno terdapat plang 

nama dan patok kayu ukuran 10 cm x 10 cm di 

cat warna putih dan merah dengan tulisan ABKT 

(Areal Bernilai Konservasi Tinggi) dengan jarak 

100 meter kiri kanan dari tepi sungai dan berada 

pada koordinat N 00 41’ 33” E 1160 54’ 49”. 

b. Pada Areal Sempadan Anak Sei. Telaga terdapat 

plang nama dan patok kayu ukuran 10 cm x 10 

cm di cat warna putih dan merah dengan tulisan 

ABKT (Areal Bernilai Konservasi Tinggi) dengan 

jarak 100 meter kiri kanan dari tepi sungai dan 

berada pada koordinat N 00 39’ 10” E 1160 53’ 6”. 

c. Pada Areal DPSL terdapat plang nama dan patok 

kayu ukuran 10 cm x 10 cm di cat warna merah 

dan berada pada koordinat N 00 41’ 38” E 1160 58’ 

25”. 

2.1.1.c.  

Penandaan lokasi blok tebangan/blok 

RKT/petak RTT yang jelas di peta dan 

terbukti di lapangan 

M Di lapangan dijumpai adanya penandaan pada lokasi 

Blok RKTUPHHK-HTI Tahun 2018, diantaranya : 

- Penandaan Blok RKT Tahun 2018 berupa 

pemasangan plang nama bertuliskan “ Batas RKT 

Tahun 2018 luas 4.650 HA dengan ukuran 95 cm x 
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150 cm x 168 cm ( P x L x T) ; 

- Batas petak/ kompartemen pada RKT 2018 ditandai 

dengan PAL balok kayu ukuran 10 cm x 10 cm 

bercat kuning  dan tulisan warna hitam yaitu 

dijumpai diantaranya : 

1. PAL Kompartemen C731 berada pada koordinat N 

00 38’ 26” E 1160 52’ 3” ; 

2. PAL Kompartemen C741 berada pada koordinat N 

00 37’ 39” E 1160 51’ 41”; 

3. PAL Kompartemen C710 berbatasan dengan 

Kompartemen C731 berada pada koordinat N 00 

38’ 59” E 1160 52’ 18” . 

Indikator 2.2.1. :  Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan 
peraturan yang berlaku 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

2.2.1.a.  

Dokumen Rencana Kerja Usaha 

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu 

(RKUPHHK) (bisa dalam proses) 

dengan lampiran-lampirannya 

M - Terdapat Dokumen RKUPHHK-HTI PT Mahakam 

Persada Sakti yang telah disetujui dan disahkan 

berdasarkan SK Persetujuan RKUPHHK-HTI PT 

Mahakam Persada Sakti Nomor SK.42/VI-

BUHA/2012 tanggal 2 Juli 2012 tentang Persetujuan 

Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu 

Hutan Tanaman Industri untuk Jangka Waktu 10 

(Sepuluh) Tahun Periode Tahun 2012 – 2021 Atas 

nama PT. Mahakam Persada Sakti di Provinsi 

Kalimantan Timur; 

- SK ditandatangani oleh Ir. Herry Prijono MM, NIP 

19560425 198203 1 010 selaku Direktur Bina Usaha 

Hutan Tanaman atas nama Menteri Kehutanan 

tanggal 2 Juli 2012 dan disalin sesuai dengan aslinya 

oleh Kelapa Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik 

Imam SetioHArgo, SH,MH / NIP 19630125 199203 1 

003 dan terdapat Stempel Kementerian Kehutanan; 

- Terdapat Peta Lampiran RKUPHHK-HTI PT. 

Mahakam Persada Sakti skala 1 : 50.000 yang 

disetujui serta ditandatangani oleh Ir. Herry Prijono, 

MM dan distempel. 

2.2.1.b. 

Kesesuaian lokasi dan volume peman-

faatan kayu hutan alam pada areal 

penyiapan lahan yang diizinkan untuk 

pembangunan hutan tanaman industri. 

M  Hasil pengecekkan di lapangan terdapat kesesuaian 

lokasi pemanfaatan kayu yang dijadikan lokasi untuk 

persiapan lahan penanaman HTI dengan lokasi di peta 

dan uji petik berada pada Kompartemen C741 dengan 

koordinat N 00 37’ 40” dan E 1160 51’ 47”. 
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3.1.1. 

Dokumen LHP yang telah disahkan oleh 

pejabat yang berwenang 

M - PT Mahakam Persada Sakti memiliki 2 (dua) orang 

Ganis PHPL PKB pembuat/ penerbit LHP  yaitu : 

a. Amar Ma'ruf, S.P. dengan Register Nomor 01319-

13/PKB-R/XX/2013 berdasarkan SK Dirjen PHPL 

No. SK.767/BPHP.XI-3/2016 tanggal 27 Oktober 

2016 (berlaku s/d tanggal 26 Oktober 2019) dan 

SK Direktur PT MPS No. SK. 06/MPS/Dir/2017 

tanggal 25 September 2017 tentang 

pengangkatan petugas pembuat LHP. 

b. Ismail dengan Register Nomor 02546-11/PKB-

R/XX/2018 berdasarkan SK Dirjen PHPL No. 

SK.416/BPHP.XI-3/2018 tanggal 15 Mei 2018 

(berlaku s/d tanggal 14 Mei 2021) dan SK 

Direktur PT MPS No. SK. 09/VII/MPS/Dir/2018 

tanggal 16 Mei 2018 tentang pengangkatan 

petugas pembuat LHP. 

- Ganis PHPL PKB atas nama Amar Ma'ruf, S.P. 

menerbitkan LHP periode bulan Januari 2018 dan 

berdasarkan wawancara dengan Sdr. Ismail bahwa 

yang bersangkutan telah resign (mengundurkan diri) 

per tanggal 10 Juli 2018, sehingga periode bulan Juli 

sampai dengan seterusnya tidak lagi sebagai 

penerbit LHP. 

- PT Mahakam Persada Sakti telah membuat/ 

menerbitkan LHP yang merupakan produksi kayu 

bulat (pemanfaatan kayu) pada RKT Tahun 2018 

untuk penyiapan lahan HAI/ land clearing. Pada 

periode audit PT Mahakam Persada Sakti telah 

menerbitkan dokumen LHP dengan total produksi 

sebesar 351,55 m3 dengan rincian sbb : 

- Uji petik pengukuran kayu dilakukan terhadap stock 

KBK KBS KB

Meranti -      -       -        -        

Rimba Campuran -      -       -        -        

Kayu Indah -      2.08      -        2.08      

Jumlah I -     2.08     -       2.08     

Meranti 11.62  80.29    8.19      100.10  

Rimba Campuran 15.21  105.57  43.97    164.75  

Kayu Indah 5.65    59.32    4.25      69.22    

Merbau -      5.66      9.74      15.40    

Jumlah II 32.48 250.84 66.15   349.47 

32.48 252.92 66.15   351.55 

001/LHP-KB/MPS/I/2018 

Tgl 22 Januari 2018

002/LHP-KB/MPS/VII/2018 

Tgl 18 Juli 2018

Total

No. LHP Kelompok Jenis
Kelas Diameter (m3)

Jumlah
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NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

kayu yang berada di TPn pada koordinat N 0º 37’ 

39” dan E 116º 51’ 47” menunjukkan kesesuaian 

pada jenis kayu dengan selisih atau perbedaan 

volume yang tidak melebihi toleransi 5% yaitu 

sebesar 1,57 %. 

Indikator 3.1.2. :  Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat 
keterangan sahnya hasil hutan 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

3.1.2. 

Surat Keterangan sahnya hasil hutan 

dan lampirannya dari : 

a) TPK Hutan ke TPK Antara 

b) TPK Hutan Industri Primer dan/atau 

penampung kayu terdaftar 

c) TPK Antara ke industry primer hasil 

hutan dan/atau penampung kayu 

terdaftar 

M - PT Mahakam Persada Sakti telah menetapkan lokasi 

TPn dan/ atau TPK Hutan pada Blok RKT Tahun 

2018 dan telah tercantum pada dokumen 

RKTUPHHK-HTI PT Mahakam Persada Sakti Tahun 

2018 dan telah terupload pada website SIPUHH 

Online. 

- PT Mahakam Persada Sakti telah menetapkan Lokasi 

TPK Antara/ Logpond melalui SK Direktur Utama PT 

Mahakam Persada Sakti No. SK.019/MPS/Dir/2016 

tanggal 15 Februari 2016 dan berlaku s/d tanggal 31 

Desember 2019. 

- PT Mahakam Persada Sakti memiliki Ganis yang 

bertugas menerbitkan dokumen SKSHHK yaitu 

sebagai berikut : 

a. Penerbit dokumen SKSHHK di TPK Hutan atas 

nama Amar Ma'ruf, S.P. dengan Register Nomor 

01319-13/PKB-R/XX/2013 berdasarkan SK Dirjen 

PHPL No. SK.767/BPHP.XI-3/2016 tanggal 27 

Oktober 2016 (berlaku s/d tanggal 26 Oktober 

2019) dan SK Direktur PT MPS No. SK. 

07/MPS/Dir/2017 tanggal 25 September 2017 

tentang pengangkatan petugas penerbit SKSHHK. 

b. Penerbit dokumen SKSHHK di TPK Hutan atas 

nama Ismail dengan Register Nomor 02546-

11/PKB-R/XX/2018 berdasarkan SK Dirjen PHPL 

No. SK.416/BPHP.XI-3/2018 tanggal 15 Mei 2018 

(berlaku s/d tanggal 14 Mei 2021) dan SK 

Direktur PT MPS No. SK. 12/MPS/Dir/2018 tanggal 

3 Mei 2018  tentang pengangkatan petugas 

penerbit SKSHHK TPK Hutan. 

c. Penerbit dokumen SKSHHK di TPK Antara atas 

nama Andri Setiawan dengan Register Nomor 

02426-11/PKB-R/XX/2018 berdasarkan SK Dirjen 

PHPL No. SK.250/BPHP.XI-3/2018 tanggal 02 Mei 

2018 (berlaku s/d tanggal 01 Mei 2021) dan SK 

Direktur PT MPS No. SK. 10/MPS/Dir/2018 tanggal 
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NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

16 Mei 2018  tentang pengangkatan petugas 

penerbit SKSHHK TPK Antara (Logpond). 

d. Petugas Penerima Penerima Kayu Bulat atas 

nama Andri Setiawan dengan Register Nomor 

02426-11/PKB-R/XX/2018 berdasarkan SK Dirjen 

PHPL No. SK.250/BPHP.XI-3/2018 tanggal 02 Mei 

2018 (berlaku s/d tanggal 01 Mei 2021) dan SK 

Direktur PT MPS No. SK. 11/MPS/Dir/2018 tanggal 

3 Mei 2018  tentang Pengangkatan sebagai P3KB. 

- Ganis PHPL PKB-R atas nama Amar Ma'ruf, S.P. 

terakhir menerbitkan dokumen SKSHHK di TPK 

Hutan sampai dengan bulan Juni 2018. 

 

- Selanjutnya penerbitan dokumen SKSHHK di TPK 

Hutan dari bulan Juli s/d seterusnya diterbitkan oleh 

Ganis PHPL PKB-R atas nama Ismail. 

- Selama periode audit (Januari s/d November 2018), 

PT Mahakam Persada Sakti telah melakukan 

penerbitan dokumen angkutan yang sah 

menggunakan dokumen SKSHHK yaitu dari TPK 

Hutan menuju TPK Industri UD Pejiang Jaya Mandiri 

dengan menggunakan truck sebanyak 54 set 

dokumen SKSHHK dan vome sebesar 471,02 m3 

dengan rincian sbb : 

 

 

 

Batang
 Volume 

(m3) 

1 Januari 2018             -   -                               -   

2 Februari 2018             -   -                               -   

3 Maret 2018              9 58                           56.36 

4 April 2018             13 83                           61.17 

5 Mei 2018 10           48                 45.67         

6 Juni 2018 4             11                 14.63         

7 Juli 2018 18           395               293.19        

8 Agustus 2018             -   -                               -   

9 September 2018             -   -                               -   

10 Oktober 2018             -   -                               -   

11 November 2018             -   -                               -   

54          595              471.02      

No Bulan
Jumlah 

SKSHHK

Jumlah Diangkut

Total
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Indikator 3.1.3. :  Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HT. 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

3.1.3.a.  

Tanda-tanda PUHH/barcode pada kayu 

bulat  dari pemegang IUPHHK-HT bisa 

dilacak balak 

 

N/A Pada periode audit, tanda-tanda PUHH/ barcode tidak 

bisa diterapkan karena Unit Manajemen PT Mahakam 

Persada Sakti merupakan pemegang IUPHHK-HTI 

bukan pemegang IUPHHK-HA. 

3.1.3.b.  

Identitas kayu diterapkan secara 

konsisten oleh pemegang izin 

N/A Pada periode audit, identitas/ penandaan kayu tidak 

bisa diterapkan secara konsisten pada PT MPS 

dikarenakan Unit Manajemen PT Mahakam Persada 

Sakti merupakan pemegang IUPHHK-HTI bukan 

pemegang IUPHHK-HA. 

 

Indikator 3.1.4. :  Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar 
TPK 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

3.1.4. 

Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil 

Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan 

arsip FAKB dan lampirannya untuk 

hutan tanaman 

 

M PT Mahakam Persada Sakti memiliki arsip dokumen 

SKSHHK yang dilampiri dengan Daftar Kayu Bulat 

(DKB) dalam pengangkutan kayu keluar dari TPK Hutan 

menuju ke TPK Industri UD Pejiang Jaya Mandiri 

dengan menggunakan truck yaitu sebanyak 54 set 

dokumen SKSHHK terdiri atas 595 batang dengan 

volume sebesar 471,02 m3. 

Ganis PHPL atas nama Amar Ma'ruf, S.P. dengan 

Register Nomor 01319-13/PKB-R/XX/2013 telah 

menerbitkan dokumen SKSHHK di TPK Hutan Periode 

Bulan Januari s/d Juni 2018 dan Ganis PHPL atas nama 

Ismail dengan Register Nomor 02546-11/PKB-

R/XX/2018 telah menerbitkan dokumen SKSHHK di TPK 

Hutan periode bulan Juli 2018 s/d seterusnya. 

Indikator 3.2.1. :  Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau 
Povisi Sumber Daya Hutan (PSDH). 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

3.2.1.a.  

Dokumen SPP (Surat Perintah 

Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah 

diterbitkan 

M PT Mahakam Persada Sakti memiliki dokumen SPP SI 

PNBP atas DR dan/atau PSDH pada LHP RKT Tahun 

2018 yang diterbitkan dari SIPUHH Online. SPP DR dan 

PSDH telah sesuai dengan LHP dan kelompok jenis, 

volume dan tarif yang sesuai dengan peraturan yang 

berlaku.  
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NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

3.2.1.b.  

Bukti setor DR dan atau PSDH 

M PT Mahakam Persada Sakti telah melakukan 

pembayaran DR dan/atau PSDH atas LHP RKT Tahun 

2018, sesuai dengan kode billing yang diterbitkan 

melalui dokumen SPP SI PNBP dan terdapat bukti setor 

melalui transfer kepada rekening yang benar sesuai 

ketentuan.  Adapun rincian total pembayaran SPP DR 

dan PSDH sesuai dengan kode billing yang diterbitkan. 

-  

3.2.1.c.  

Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas 

hutan alam (termasuk hasil kegiatan 

penyiapan lahan untuk pembangunan 

hutan tanaman) dan kesesuaian tarif 

PSDH untuk kayu hutan tanaman. 

M PT Mahakam Persada Sakti telah melakukan pelunasan 

pembayaran DR dan/atau PSDH sesuai dengan 

dokumen tagihan PNBP yang diterbitkan. Data yang 

tercantum dalam dokumen telah sesuai dengan tarif 

yang berlaku untuk wilayah Kalimantan. 

Indikator 3.3.1. :  Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan 
sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

3.3.1..  

Dokumen PKAPT 

N/A Pada Periode audit PT Mahakam Persada Sakti tidak 

melakukan perdagangan kayu antar pulau. Hasil 

wawancara dengan Bpk Supriadi jabatan Askep LC , 

kayu Hasil produksi PT MPS saat ini dijual ke industri 

lokal dan sebagian kayu digunakan sendiri untuk 

pembangunan base camp dll. 

Indikator 3.3.2. :  Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang 
berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

3.3.2.  

Dokumen yang menunjukkan identitas 

kapal 

N/A Pada Periode audit PT Mahakam Persada Sakti tidak 

melakukan perdagangan kayu antar pulau. Hasil 

wawancara dengan Bpk Supriadi jabatan Askep LC , 

kayu Hasil produksi PT MPS saat ini dijual ke industri 

lokal dan sebagian kayu digunakan sendiri untuk 

pembangunan base camp dll. 
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Indikator 3.4.1. :  Implementasi Tanda V-Legal. 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

3.4.1.  

Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai 

ketentuan 

M PT Mahakam Persada Sakti merupakan pemegang 

IUPHHK-HTI yang telah memiliki sertifikat Verifikasi 
Legalitas Kayu dari LVLK PT Trustindo Prima Karya 
dengan Sertifikat VLK Nomor 213.SLK.010-IDN dan 

berlaku s/d tanggal 12 Februari 2019. 

PT Mahakam Persada Sakti melakukan penatausahaan 

kayu dengan menggunakan SIPUHH Online dan 

membubuhkan Tanda V-Legal pada dokumen SKSHHK 

yang diterbitkan. 

PRINSIP 4  :  Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait 
dengan penebangan 

Indikator 4.1.1. :  Pemegang izin telah memiliki Dokumen lingkungan yang telah disahkan 
sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya. 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

4.1.1. 

Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-

RPL 

 

M Dokumen lingkungan yang terdapat pada PT Mahakam 

Persada Sakti yang dapat diverifikasi adalah Dokumen 

laporan utama ANDAL, Dokumen Lampiran Andal, 

Dokumen Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Dokumen 

Pemantauan Lingkungan (RPL) serta Adendum ANDAL 

dan RKL-RPL yaitu seperti berikut : 

- PT Mahakam Persada Sakti telah menyusun dan 

memiliki dokumen lingkungan yang terdiri atas 

dokumen ANDAL, dokumen Rencana Pengelolaan 

Lingkungan (RKL) dan dokumen Rencana 

Pemantauan Lingkungan (RPL).  Dokumen Amdal PT 

Mahakam Persada Sakti telah disusun untuk Areal 

Hutan Produksi Seluas ± 25.410 HA di Kabupaten 

Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur.  Menjadi 

dasar penyusunan Dokumen AMDAL PT Mahakam 

Persada Sakti adalah Surat Keputusan Menteri 

Kehutanan Nomor S.328/Menhut-VI/2009 tanggal 4 

Mei 2009 tentang Pemerintah PemenuHAn 

Kewajiban SP-1 IUPHHK-HTI untuk PT. Mahakam 

Persada Sakti. 

- Dokumen AMDAL PT Mahakam Persada Sakti telah 

mendapatkan pengesaHAn berdasarkan surat 

Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 

660.1/K.112/2010 tanggal 3 Maret 2010 tentang 

Kelayakan Lingkungan Hidup Andal, RKL dan RPL 

Bidang Kehutanan untuk Rencana Jenis Usaha 

dan/atau Kegiatan Ijin Pemanfaatan Hasil Hutan 

Kayu - Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) oleh 
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NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

PT Mahakam Persada Sakti dengan Luas Cadangan 

± 25.410 HA yang secara administrative berlokasi di 

Kecamatan Batu Ampar, Kecamatan Telen dan 

Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur 

Provinsi Kalimantan Timur. 

- Dokumen AMDAL PT Mahakam Persada Sakti 

disusun oleh konsultan pelaksana PT. Studiotama 

Maps Konsultan dengan Ir Fauzy A. Sujak sebagai 

Direktur yang beralamat di Jalan Citarum No.5 

Laladon Indah, Ciomas, Bogor, Telp./Fax 0251-

8637650. 

Terdapat dokumen Adendum ANDAL dan RKL-RPL yang 

telah mendapatkan pengesahan dari Kepala Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan No. 

503/1846/LINGK/DPMPTSP/X/2018 Tanggal 29 Oktober 

2018 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup atas 

Adendum Rencana Kegiatan dan/ atau Usaha 

Pemanfataan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman 

Industri (UPHHK-HTI) PT Mahakam Persada Sakti 

Seluas ± 24.967,89 HA Terkait PenambaHAn Luasan 

Kawasan Lindung Dari ± 2.910 Ha menjadi 3.308 Ha 

dan Perubahan Lokasi Kawasan Lindung yang Berlokasi 

di Kecamatan Batu Ampar, Telen dan Rantau Pulung 

Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimatan Timur. SK 

ditandatangani oleh a.n. Gubernur Kalimantan Timur, 

Kepala DPMPTSP Kaltim Abdullah Sani, S.H., M.Hum / 

NIP. 19640101 199003 1 028. 

 

Indikator 4.1.2. :  Pemegang izin telah memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang 

menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan 
menyediakan manfaat sosial. 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

4.1.2.a.  

Dokumen RKL dan RPL 

M Bahwa PT Mahakam Persada Sakti telah memiliki 

dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan 

Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) 

yang disusun mengacu kepada dokumen AMDAL yang 

telah disahkan.  Dokumen dapat diverifikasi tersedia 

lengkap. 

Dokumen AMDAL PT Mahakam Persada Sakti telah 

mendapatkan pengesahan berdasarkan surat 

Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 

660.1/K.112/2010 tanggal 3 Maret 2010 tentang 

Kelayakan Lingkungan Hidup Andal, RKL dan RPL 
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NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

Bidang Kehutanan untuk Rencana Jenis Usaha 

dan/atau Kegiatan Ijin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu - 

Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) oleh PT 

Mahakam Persada Sakti dengan Luas Cadangan ± 

25.410 Ha. 

4.1.2.b.  

Bukti pelaksanaan pengelolaan dan 

pemantauan dampak penting aspek 

fisik-kimia, biologi dan sosial 

M - PT Mahakam Persada Sakti telah memiliki dokumen 

Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL Semester II 

Tahun 2017 dan Semester I Tahun 2018 

- Laporan tersebut telah disampaikan/ dilaporkan 

kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai 

Timur dan terdapat cap stempel dan tanda tangan 

dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai 

Timur, bukti bahwa dokumen tersebut telah 

diterima. 

- Selama periode audit terdapat bukti pelaksanaan 

pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang 

dijumpai di lapangan yaitu berupa : 

- Terdapat sarana pencegahan dan pengendalian 
kebakaran hutan yaitu adanya bangunan menara 

api 05 di areal kerja PT Mahakam Persada Sakti 
yang berada pada koordinat N 00 38’ 31” E 1160 
53’ 0” ; 

- Pemantauan Curah Hujan dengan menggunakan 
ombrometer yang berada di 2 (dua) lokasi yaitu 
Basecamp Km 16 Estate Mahakam pada koordinat 

N 00 41’ 40” E 1160 54’ 52”  dan Central Nursery 
Km 17 pada koordinat N 00 42’ 7” E 1160 54’ 52”; 

- Pemantauan laju erosi di RKT 2017 pada 
koordinat  N 00 45’ 25” E 1160 59’ 54” dan di RKT 

2018 pada koordinat N 00 38’ 1” E 1160 51’ 59”  ; 

- Pemantauan Kualitas Tanah berada pada 
koordinat N 00 40’ 33” E 1160 51’ 31”; 

- Pemantauan Kualitas Air di Hulu Sei. Mendasar 
berada pada koordinat N 00 43’ 10” E 1160 51’ 
57” ; 

- Pemantauan debit air dengan menggunakan stik 
ukur yang berada di Sei. Tanah Hitam dengan 
koordinat N 00 38’ 50” E 1160 56’ 58” ; 

- Bangunan Persemaian yang berada di Central 
Nursery Km 17 dengan koordinat N 00 42’ 7” E 
1160 54’ 52. 
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PRINSIP 5  :  Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan 

Indikator 5.1.1. :  Prosedur dan implementasi K3 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

5.1.1.a.  

Pedoman / prosedur K3 

M a. PT Mahakam Persada Sakti telah memiliki sebanyak 

9 (Sembilan) dokumen Standart Operational 

Procedure (SOP) terkait Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja (K3) antara lain seperti berikut : 

- SOP No. 001-MPS-EHS-SOP tentang Identifikasi 
Hukum dan Peraturan peraturan Kesehatan dan 
Keselamatan Kerja dan Lingkungan ; 

- SOP No. 002-MPS-EHS-SOP tentang Panitia 
Pembina KeseHAtan dan Keselamatan Kerja dan 
Lingkungan (P2K3L) ; 

- SOP No. 003-MPS-EHS-SOP tentang Pemantauan 
dan Pengukuran Kesehatan & Keselamatan ; 

- SOP No. 007-MPS-EHS-SOP tentang Peraturan 
Mengemudi Kendaraan/ Alat Wajib Simper (Surat 

Ijin Mengemudi PerUsahaan) ; 

- SOP No. 013-MPS-EHS-SOP tentang Pedoman 
Pengisian Aspek Dampak Kesehatan dan 

Keselamatan Kerja Lingkungan ; 

- SOP No. 016-MPS-EHS-SOP tentang Pedoman 
Tanggap Keadaan Darurat ; 

- SOP No. 017-MPS-EHS-SOP tentang Pedoman 
Pencegahan, Penanganan & Pengelolaan 
Kebakaran; 

- SOP No. 021-MPS-EHS-SOP tentang Alat 
Pelindung Diri ; 

- SOP No. 025-MPS-EHS-SOP tentang Sistem 

Manajemen K3 dan Lingkungan.  

b. Terdapat SK Direksi Pembentukan Struktur 

Organisasi dan Panitia Pembina Keselamatan dan 

KeseHAtan Kerja (P2K3) dengan No. 

050/DIR/MPS/XII/2016 yang ditetapkan di Batu 

Ampar pada tanggal 19 Desember 2017 dan 

ditandatangani/ disahkan oleh Ir. Riahman Sinaga 

selaku Direktur. 

5.1.1.b.  

Ketersediaan Peralatan K3 

M Berdasarkan Hasil verifikasi dokumen mengenai 

ketersediaan Peralatan K3 pada IUPHHK-HTI PT 

Mahakam Persada Sakti dapat disampaikan sebagai 

berikut :  

- Terdapat dokumen lembar distribusi APD (boot 

safety) untuk karyawan PT Mahakam Persada Sakti 
yang telah disitribusikan pada periode bulan Maret, 
Juni, Agustus dan September 2017. Dokumen 
distribusi APD dikeluarkan oleh Asst. Store; Didi S 

dan diketahui oleh Mudiadi (Asst. Kep. CS.). 

- Terdapat lembar daftar Pemenuhan Standart Sarpras 
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Pengendalian Kebaakaran Hutan dan LaHAn 
Berdasarkan PerMenLHK No. 

P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016.  Dokumen dibuat 
dan dikeluarkan di Estate Mahakam tgl. 02 
Desember 2018 yang telah diperiksa dan 

ditandatangani oleh Roni Rizali (Petugas HSE) dan 
dketahui oleh Deny Irawan (Asst. Kep. HSE). 

- Peralatan pemadam kebakaran sesuai dokumen yang 

dimiliki antara lain: 

a. Jumlah regu (2 regu dengan 30 anggota dibantu 

MPA desa Beno HArapan & Mawai Indah) 

b. Perlengkapan personil (14 item) 

c. Peralatan tangan (9 item) 

d. Peralatan mekanis (12 item) 

e. Transportasi (4 item) 

f. Data dan komunikasi (5 item) 

g. Logistik (31 item). 

Hasil pemeriksaan di lapangan dijumpai sarana dan 

prasarana K3 yang dimiliki oleh PT Mahakam Persada 

Sakti, yaitu berupa : 

1. Tersedia Alat Pelindung Diri (APD) seperti Apron, 

Masker, Safety helmet, safety glases (kacamata), 

HAnd glove cotton, HAnd glove rubber, sepatu boot 

dan safety shoes  yang telah dibagikan kepada 

karyawan sesuai dengan dokumen lembar distribusi 

APD  pada Tahun 2018; 

2. Tersedia Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dalam 

kondisi baik / tidak kadarluasa yang di pasang pada 

bangunan kantor, mess karyawan, Kantin, guest 

house dan workshop; 

3. Tersedia Kotak P3K yang berisi obat-obatan yang 

berada di kantor, guest house dan central nursery ; 

4. Tersedia Klinik Kesehatan jika terdapat karyawan 

yang sakit dan ingin berobat. Pada klinik tersebut 

terdapat satu orang dokter dengan didampingi 

tenaga paramedic.   

5. Terdapat peralatan pemadam kebakaran hutan 

manual berupa pompa alkon beserta selangnya, 

serta peralatan tangan lainnya sebagai upaya untuk 

mempersiapkan penanggulangan dan pencegaHAn 

bahaya kebakaran hutan di areal kerja IUPHHK-HTI 

PT Mahakam Persada Sakti. Peralatan tersebut 

disimpan di office HSE & Fire Team Basecamp Km 

16  Estate Mahakam. Selain peralatan tersebut 

diatas, sarana lainnya yang cukup diperlukan yaitu 

adanya dua unit truk tangki air sebagai unit 

pensuplai air di lapangan 

6. Terdapat rambu – rambu peringatan K3 berupa 



 
 

Halaman 62 dari 64 

 

RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL 

 

 FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

papan FDR (Fire Danger Rating) yang dipasang 

dilokasi Basecamp Km 16 Estate Mahakam dan di 

gerbang masuk areal kerja PT Mahakam Persada 

Sakti ; 

7. Terdapat plang tempat berkumpul (muster point) 

yang terpasang di depan kantor Km. 16 Estate 

Mahakam apabila terjadi keadaan darurat. 

5.1.1.c.  

Catatan Kecelakaan Kerja 

M PT Mahakam Persada Sakti memiliki dokumen Laporan 

bulanan kecelakaan kerja periode bulan Januari s/d 

November 2018 yang telah dibuat oleh HSE & Fire 

Divison. 

Terdapat lembar dokumen Performance data 

Kecelakaan Kerja Tahun 2018 yang dibuat oleh Asisten 

EHS (Roni Rizali) dan diperiksa oleh Asst. Kep. HSE & 

Fire (Deny Irawan) serta diketahui oleh Estate Manager 

(Yudiana).  Berdasarkan laporan tersebut terdapat 

informasi selama kurun waktu Januari s/d November 

2018 terdapat total 27 kejadian kecelakaan dan tidak 

terdapat kecelakaan kerja dengan kategori fatality. 

Beberapa upaya yang dilakukan untuk menekan tingkat 

kecelakaan kerja antara lain : 

- Kegiatan Morning Breefing yang dilaksanakan setiap 

pagi sebelum jam kerja pada HAri Senin dan Kamis. 

- Kegiatan Safety Talk yang dilaksanakan setiap HAri 
Jum’at di Basecamp Km 16 Estate Mahakam serta 

setiap HAri kamis di Central Nursery km. 17. 

- Dalam bentuk pemberian/pembagian peralatan K3 
seperti helm/topi safety, sarung tangan, masker dan 

APD lainnya bagi karyawan yang bekerja di 
lapangan.  

- Selain itu juga pemasangan rambu rambu peringatan 

K3 yang dipasang pada tempat tempat yang 
strategis. 

Indikator 5.2.1. :  Kebebasan berserikat bagi pekerja 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

5.2.1. 

Serikat pekerja atau kebijakan 

perusahaan (auditee) yang 

membolehkan untuk membentuk atau 

terlibat dalam kegiatan serikat pekerja 

M Pada periode audit, diketahui bahwa di lingkungan 

karyawan PT Mahakam Persada Sakti masih belum 

terbentuk/tidak terdapat serikat pekerja, namun 

perusahaan telah memberikan kebebasan untuk 

berserikat dan berkumpul bagi karyawan.  Dalam hal ini 

telah dibuktikan dengan adanya Surat Keputusan Direksi 

PT Mahakam Persada Sakti, Nomor: 046/DIR/MPS/XII/ 

2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Kebijakan 

Berserikat dan Pembentukan Serikat Pekerja.  Surat 
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Keputusan ditandatangani oleh Pimpinan Perusaaan; 

Riahman Sinaga sebagai Direktur. Dalam dokumen 

tersebut antara lain disebutkan pada alinea ke-2 bahwa 

PT Mahakam Persada Sakti adalah suatu perUsahaan 

yang bergerak dibidang Kehutanan (Hutan Tanaman 

Industri) dengan ini menyatakan kebijakan perusahaan, 

memberikan kebebasan kepada para karyawan untuk 

membentuk dan atau mendirikan serta menjadi anggota 

Serikat Pekerja Perusahaan sebagai sarana terciptanya 

Hubungan Industrial yang harmonis antara Pengusaha 

dan Pekerja dalam melaksanakan masing-masing hak 

dan kewajiban sebagaimana yang telah diamanahkan 

Undang Undang Ketenagakerjaan yang berlaku. 

Indikator 5.2.2. :  Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) 
yang mengatur hak-hak pekerja 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

5.2.2. 

Ketersediaan dokumen KKB atau PP 

M - Bahwa dilingkungan karyawan PT Mahakam Persada 

Sakti tidak terdapat serikat pekerja, sehingga sebagai 
pengganti dasar hukum perlindungan terhadap hak 
hak dan kewajiban karyawan dan perusahaan 

dipergunakan dokumen Peraturan PerUsahaan. 

- Terdapat dokumen Peraturan Perusahaan atas nama 
PT Mahakam Persada Sakti periode 2017 – 2019 

(Nomor dokumen: MPS-HRD-MO-001(B)) dan telah 
mendapatkan pengesaHAn dari Dinas Tenaga Kerja 
dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur 

berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Dinas 
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalaimantan 
Timur Nomor: KEP.560/456/B.PHI & JAMSOSTEK/ 

2017 tentang Perpanjangan PengesaHAn Peraturan 
PerUsahaan PT Mahakam Persada Sakti, tanggal 21 
Pebruari 2017. Surat keputusan ditanda tangani oleh 

Kepala Dinas; H. Faitul HAlim/ NIP. 19620112 
198803 1 011. 

Indikator 5.2.3. :  Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan) 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

5.2.3. 

Pekerja yang masih di bawah umur 

M PT Mahakam Persada Sakti tidak mempekerjakan 

karyawan dibawah umur. Karyawan termuda atas nama 

Utari dengan jabatan sebagai PKWT Nursery yang lahir 

di Muara Bengkal pada tanggal 20 Juli 2000 dan pada 

saat audit berusia 18 Tahun 5 bulan. 
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F. NII.AI AfiIR I(NERJA PHPL PT MAI{AI(/NU PERSADA SAKfl

..

1. Inclikator 1.1 100 o/o BAIK 3 3

2- Indikator 1.2 83 o/o BAIK 3 3

3. indikator 1.3 93 o/o BAIK 3 3

4. Indikator 1.4 78 o/o SEDANG 2 3

5. Indikator 1.5 78 o/o SEDANG 2 3

'6. Indikator 2.1 80 o/o SEDANG 2 3

7. Indikator 2.2 75 Vo SEDANG 2 3

B. Indikator 2.3 67 Vo
"SEDANG 2 3

9. Indikator 2.4 67 o/o SEDANG 2 3

10. Indikator 2.5 86 o/o BAIK 3 3

11. Indikator 2.6 62 o/o SEDANG 2 3

L2. Indikator 3.1 81 o/o BAIK 3 3

13. Indikator 3.2 75 o/o SEDANG 2 3

14_ Indikator 3.3 78 o/o SEDANG 2 3

15. Indikator 3.4 83 a/o BAIK 3 3

15. Indikator 3.5 78 o/o SEDANG 2 3

17. Indikator 3.6 78 Yo SEDANG 2 3

18. Indikator 4.1 100 a/o BAIK 3 3

19. Indikator 4.2 87 Yo BAIK 3 3

24. Indikator 4.3 93 o/o BAIK 3 -3

21. Indikator 4.4 67 o/o SEDANG 2 3

22. Indikator 4.5 92 o/o BAIK 3 3

JUMI-AH 54 66

Nilai Kinerja PHPL
8L,82o/o
(BAIK)

PT Trustindo Prima Karya

Kurnia

, 12 Januari 2019
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